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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian  
1. Profil Kelurahan  
Kelurahan Tengah dibentuk pada tahun 1979 dengan Surat 
Keputusan Gubernur Nomor 561 Tahun 1979. Kelurahan ini terletak di 
kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tepatnya di jalan Masjid Al Bariyah 
memiliki kode wilayah 13540. Kelurahan ini memiliki penduduk sebesar 
50.470 jiwa dan luas 202,52 Hektar yang terbagi atas 10 RW dengan total 
Keseluruhan RW tersebut terdapat 89 RT. Kelurahan Tengah juga menjadi 
bagian dari wilayah Cagar Budaya Condet berdasarkan SK Gubernur 
Tahun 2016 yang termasuk diantaranya 3 Kelurahan lain yaitu kelurahan 
Batu Ampar, Kelurahan Balekambang dan Kelurahan Tengah. Batas 
wilayah kelurahan Tengah digambarkan lebih jelas melalui Peta wilayah  
sebagai berikut.  
              Gambar : 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Tengah 
 
(Sumber  Dokumentasi Kelurahan Tengah Tahun 2016) 
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 Berdasarkan gambar peta wilayah kelurahan terlihat bahwa di Sebelah 
Utara perbatasannya Jalan Inpres, Jalan SMPN 126 dan Jalan Inerbang Raya 
berbatasan dengan wilayah Kelurahan Batu Ampar. Sebelah Timur  perbatasannya 
yaitu Kali Baru serta Jalan Raya Bogor berbatasan dengan wilayah Kelurahan 
Kramat Jati dan Kelurahan Ciracas. Sebelah Selatan Jalan Trikora, Jalan Haji 
Taiman, Jalan Mundu, dan Gang Induk berbatasan dengan wilayah Kelurahan 
Wilayah Kelurahan Gedong. Sebelah Barat Jalan Raya Tengah berbatasan dengan 
wilayah Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gedong. 
 Secara letak geografis Kelurahan Tengah berada sangat strategis karena 
berada dekat dengan pusat perekonomian yaitu adanya Pasar Induk Buah Sayuran, 
kemudian berada dekat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan Kramat 
Jati yang berada tepat di sebelah wilayahnya sehingga kelurahan ini dinamakan 
dengan Kelurahan Tengah karena lokasinya yang berada ditengah kecamatan dan 
ditengah pusat perekonomian.  Selanjutnya Kelurahan Tengah juga menjadi salah 
satu wilayah di Kecamatan Kramat Jati yang memiliki beberapa titik lokasi banjir 
yang dikarenakan wilayah kelurahan tengah ini menjadi daerah aliran kali yang 
terdapat dua kali yaitu Kali Baru dan Kali Induk. Adanya dua kali tersebut 
menyebabkan beberapa wilayah di kelurahan tengah menjadi daerah rawan banjir 
dan rawan longsor. Kelurahan Tengah juga memiliki wilayah rawan Narkoba, 
kriminal dan tawuran dibeberapa wilayah yang berada tepat di sekitar Pasar Induk 
yang disebabkan karena banyaknya pendatang yang tinggal untuk bekerja maupun 
berdagang sehingga membuat wilayah kelurahan tengah memiliki permasalahan 
kota yang sangat beragam dan membutuhkan pencegahan, penanganan, serta 
perbaikan. 
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2. Visi dan Misi 
a) Visi 
Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam 
mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. 
b) Misi  
1. Jakarta akan menjadi kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, 
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas 
melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan 
memanusiakan. 
2. Jakarta akan menjadi kota yang memajukan kesejateraan umum 
melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan 
kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan 
pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, 
serta perbaikan pengelolaan tata ruang. 
3. Jakarta akan menjadi wahana aparatur Negara untuk berkarya, 
mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan 
kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. 
4. Jakarta akan menjadi kota yang lestari, dengan pembangunan dan 
tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan 
sosial. 
5. Jakarta akan menjadi ibukota yang dinamis sebagai simpul 
kemajuan indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan 
kebhinnekaan. 
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3. Struktur Organisasi Kelurahan  
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4. Zona Wilayah Kelurahan Tengah 
Beberapa wilayah di kelurahan tengah juga memiliki zona rawan 
yang telah di data oleh Bidang Pemerintahan Pembangunan ketertiban dan 
keamanan yang diantaranya sebagai berikut. 
Gambar 4.2 Zona Wilayah 
 
(Sumber  Dokumentasi Kelurahan Tengah 2016 
a) Zona Rawan Kriminal 
1. Jl. H. Ali RT. 005/04, RT. 008/04, RT. 11/04  
2. Jl. SMP 209 RT. 008/04 
b) Zona Rawan Narkoba  
1. Pinggiran Pasar Induk RT. 007/01, RT. 008/01,  RT. 006/07, RT. 
010/07 
2. Jl. H. Taiman Ujung RT. 003/04, RT. 011/04, RT. 008/07, RT. 009/07 
c)   Rawan Lintasan Banjir  
1. RT. 012/04 - RT. 009/04 – RT. 008/04 (Lintasan Kali Induk) 
2. Komplek Paspamres RT. 008-010/06 (Lintasan Kali Induk)  
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d) Rawan Tawuran  
1. Pertigaan Hek RT. 002/01, SMA Respati  
e) Rawan Kebakaran  
1. RT. 009/04, RT. 012/04 
2. RT. 002/01 (Lintasan Kali Baru) 
Zona wilayah yang telah di data ini berdasarkan hasil temuan di lapangan, 
laporan warga serta melalui agenda pembahasan masalah rembuk warga di 
setiap wilayah baik pada tingkat RT maupun tingkat RW untuk 
mengkategorikan zona rawan berdasarkan beberapa aspek permasalahan yang 
muncul dari temuan, laporan dan pembahasan yang akan menjadi fokus kerja 
kelurahan dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan 
Tengah Kramat Jati Jakarta Timur. 
5. Fasilitas Publik 
  Kelurahan Tengah memiliki beberapa fasilitas publik yang berguna untuk 
menunjang aktivitas kehidupan warganya dalam setiap aspek kehidupan yang 
diantaranya sebagai berikut. 
a) Perekonomian 
1. Pasar Induk Besar Kramat Jati RT. O11/01 
2. Pasar Induk Kecil RT.008/04 
b) Kebersihan  
1. Tempat Penampungan Sampah Sementara RW. 01  
2. Tempat Penampungan Sampah Sementara RW. 04 
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c) Pendidikan  
1. SMA : 3  MA  : 2 
2. SMP : 2 MTs : 2 
3. Pesantren : Al Bariyah RT. 003/03 
4. SD : 15  MI : 2 
5. TK :19 
d) Peribadatan 
1. Masjid Baitussalam RW. 06 
2. Masjid Fatahillah  RW. 05  
3. Masjid Albariyah RW. 010 
4. Gereja Koionia RW. 06 
5. Gereja Pasunda RW. 08 
e) Kesehatan  
1. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati RT. 009/09 
2. Puskesmas Kelurahan Tengah RT.002/02 
f) Perumahan TNI-AD  
1. KPAD Bulak Rantai RW. 05 
2. Komplek Paspamres RW. 06  
3. Komplek Zeni RT.002/07 
g) Sosial  
1. Taman Komplek Bulak Rantai RW. 05 
2. Taman RPTRA Dahlia RW. 03 
3. Taman Komplek Paspamres RW. 06 
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B. Deskripsi Informan dan Key Informan 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
1. Data Informan  
Wawancara Informan  di lakukan kepada 5  Ketua Rukun Tetangga (RW) , 
5 Ketua Rukun Tetangga (RT), dan 5 Warga Kelurahan Tengah. 
Tabel 4.1 Data Informan  
No Nama Usia Jabatan 
1 Suparman 62 Tahun Ketua RW 01 
2 Andiko Budi 53 Tahun Ketua RW 02 
3 Budi Prasojo 48 Tahun Ketua RW 03 
4 Maning Saputra 51 Tahun Ketua RW 04  
5 Sakim Daulat 64 Tahun Ketua RW 07 
6 Imam Supandi 61 Tahun Ketua RT 002 RW 01 
7 Ahmad Zaini 41 Tahun Ketua RT 004 RW 02 
8 Muharram 65 Tahun Ketua RT 008 RW 04 
9 Rohmat 45 Tahun Ketua RT 004 RW 07 
10 Neng Herti 53 Tahun Ketua RT 002 RW 08 
11 Wahyu 29 Tahun Warga RW 07 
12 Nur Mas’ud 49 Tahun Warga RW 010 
13 Yopi Musanif 61 Tahun Warga RW 08 
14 Mat Tohir 42 Tahun Warga RW 09 
15 Hari Marsiono 45 Tahun Warga RW 06 
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2. Data Key Informan  
Selanjutnya Key Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi 
Pemerintahan ketentraman dan ketertiban, Kepala Seksi Ekonomi 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Lurah Tengah Kramat Jati 
Jakarta Timur. 
Tabel 4.2 Data Key Informan 
No Nama Jabatan 
1 Tarmiji, S.Sos., M.Si Lurah kelurahan Tengah 
2 M. Chaerudin Kepala Seksi Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban 
3 Sumirah Kepala Ekonomi, Pembangunan dan 
Lingkuhan Hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
C. Temuan Penelitian  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sejak tanggal 1 Maret 2018 
sampai 14  Mei 2018 di Wilayah Kelurahan Tengah Kramat Jati Jakarta Timur 
dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap 
informan dan key informan mengenai Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue 
dalam Pembangunan Daerah, maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah Kramat 
Jati Jakarta Timur 
Kebijakan Penerapan Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah mulai 
diberlakukan pada bulan April 2016 setelah di keluarkannya Surat 
Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 April 
2016.1 Lurah Tengah mengatakan berdasarkan hasil wawancara yang telah 
dilakukan bahwa Kelurahan Tengah setelah Kebijakan ini dikeluarkan 
surat keputusannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara internal 
Kelurahan Tengah melakukan sosialisasi kepada staff dan seksi 
dikelurahan. Selanjutnya kelurahan didampingi oleh Humas Informasi 
Komunikasi Teknologi Walikota Jakarta Timur melakukan sosialisasi 
kepada Ketua RT dan RW mengenai isi kebijakan dan cara menggunakan 
Aplikasi Qlue sebagai media pelaporan kondisi, informasi, serta kejadian 
yang terjadi di lingkungan menggunakan Aplikasi Qlue. 
 
 
 
 
                                                          
1 Hasil wawancara Key Informan Bapak Tarmiji, Lurah Kelurahan Tengah pada Jumat, 06 April 
2018 di Ruang Kantor Lurah Kelurahan Tengah 
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Kebijakan Aplikasi Qlue itu diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 
Tahun 2016 yaitu tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas 
dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai 
intruksi Gubernur dalam isi Kebijakannya Ketua RT RW di 
wajibkan menggunakan Aplikasi Qlue dan juga itu mengatur 
tentang uang insentif penyelenggaraan tugas dan fungsi Ketua RT 
RW diperoleh dari jumlah laporan yang masuk melalui Aplikasi 
Qlue.2  
 
Lurah Tengah mengatakan bahwa kebijakan ini berkaitan dengan 
uang insentif penyelenggaraan tugas dan fungsi Ketua RT RW karena 
mekanisme besaran uang insentif yang didapatkan oleh Ketua RT RW itu 
ditentukan dari banyaknya jumlah laporan yang masuk melalui Aplikasi 
Qlue. Jika dalam sehari itu tiga kali laporan bagi Ketua RT RW maka 
dalam satu bulan maka akan ada sembilan puluh laporan. Satu laporan 
bagi RT besarnya Sepuluh Ribu Rupiah, sedangkan bagi RW besarannya 
Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah serta mendapat tujuh puluh lima ribu 
rupiah untuk keperluan Internet setiap bulannya jadi jika ditotal setiap 
bulannya Ketua RT mendapatkan uang insentif sebesar Sembilan Ratus 
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah dan bagi Ketua RW mendapatkan uang 
insentif sebesar Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah setiap bulannya. 
Kelurahan Tengah melakukan sosialisasi kebijakan yang bertujuan 
untuk menyampaikan isi kebijakan kepada pelaksana Kebijakan yaitu 
Ketua RT dan RW yang perintahkan menggunakan Aplikasi Qlue untuk 
membantu kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memecahkan 
permasalahan kota secara strategis dengan memanfaatkan tugas dan fungsi 
                                                          
2 Hasil wawancara Key Informan Bapak Tarmiji, Lurah Kelurahan Tengah pada Jumat, 06 April 
2018 di Ruang Kantor Lurah Kelurahan Tengah 
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Ketua RT RW.3 Permasalahan kota yang sangat kompleks membutuhkan 
bantuan dari keterlibatan lembaga kemasyarakatan seperti Ketua RT dan 
RW untuk melaporkan kondisi serta keadaan lingkungannya setiap hari 
sebanyak tiga kali untuk memberikan informasi kepada Pemerintah 
Provinsi sehingga setiap permasalahan yang ada di wilayah cepat ditangani 
oleh pihak yang berkewajiban menanganinya. 
 Adapun materi yang disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi 
yang telah dilakukan oleh Kelurahan Tengah kepada Ketua RT dan RW 
seperti hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Informan Ketua RT 
004 RW 07 yaitu Bapak Rahmat. 
Sosialisasi dilakukan di Kelurahan Tengah pada Bulan April 2016 
dengan dihadiri oleh Ketua RT RW. Isi sosialisasinya dijelaskan 
mengenai isi kebijakannya yaitu bahwa RT RW diwajibkan 
menggunakan Aplikasi Qlue untuk melaporkan kondisi lingkungan 
tiga kali dalam sehari pada waktu pagi siang dan malam. 
Selanjutnya dijelaskan juga bahwa satu laporan Qlue dihargai 
sebesar sepuluh ribu rupiah bagi RT dan dua belas ribu limas ratus 
rupiah bagi RW sebagai uang insentif. Kemudian yang terakhir 
sosialisasi diajarkan cara menggunakan Aplikasinya.4 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan ketua RT, 
diperoleh informasi bahwa benar Kelurahan telah melakukan sosialisasi 
mengenai isi kebijakan tersebut kepada pelaksana kebijkan yaitu para 
Ketua RT RW yang ada di wilayah Kelurahan Tengah. Sosialisasi yang 
dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi dan intruksi kepada RT 
RW untuk mewajibkan menggunakan Aplikasi Qlue dalam melaporkan 
                                                          
3 Hasil Wawancara Key Informan Bapak Tarmiji, Lurah Kelurahan Tengah pada Jumat 06 April 
2018 di Ruang Kantor Lurah Kelurahan Tengah. 
4 Hasil wawancara Informan Bapak Rohmat, Ketua RT 004 RW 07 pada Jumat 9 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 004 RW 07 Kelurahan Tengah. 
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kondisi lingkungannya sebanyak tiga kali dalam sehari yaitu pada pagi, 
siang, dan malam. 
Meskipun sudah dilakukannya sosialisasi, ternyata di lapangan 
ditemukan bahwa banyak Ketua RT dan RW yang tidak sepenuhnya 
memahami isi kebijakannya dan terdapat kesalahan informasi yang 
dipahami oleh mereka yang membuat beragam respon yang muncul terkait 
instruksi diwajibkannya RT RW menggunakan Aplikasi Qlue.  
 Secara teknis mekanisme yang dijelaskan pada isi kebijakan yang 
membuat RT RW merasa keberatan dengan dikelurakannya kebijakan ini. 
Misalnya pada mekanisme pelaporan yang dikaitkan dengan uang insentif 
operasional RT RW. 
 
Bapak Ahmad Zaini Ketua RT 004 RW 02 mengatakan bahwa 
uang insentif itu untuk kebutuhan dan kegiatan warga yang ada 
disini bukan untuk saya pribadi. Sementara saya kan masih aktif 
bekerja berangkat pagi pulang bahkan sudah malam. Tidak ada 
waktu untuk melaporkan setiap harinya apalagi harus sehari tiga 
kali laporan saya merasa keberatan dengan kebijakan itu karena 
dampaknya kalau saya tidak memberikan laporan maka warga saya 
yang akan dirugikan karena tidak ada uang operasional untuk 
kegiatan warga disini. Sementara isi kebijakannya satu laporankan 
dihargai sepuluh ribu maka kalau laporannya sedikitkan berati 
sama saja saya merugikan warga saya sendiri uang operasional 
untuk kegiatan warga juga akan berkurang.5 
 
Penjelasan diatas menunjukan bahwa terdapatnya penolakan pada isi 
mekanisme Kebijakan yang mengatur besaran uang Operasional insentif 
RT RW berdasarkan jumlah banyaknya laporan melalui Aplikasi Qlue. 
 
                                                          
5 Hasil wawancara Informan Bapak Ahmad Zaini, Ketua RT 004 RW 02 pada Selasa 20 Maret 
2018 di Kediaman rumahnya RT 004 RW 02 Kelurahan Tengah. 
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Mekanisme selanjutnya dari isi kebijakan yang ditolak oleh RT RW di 
Kelurahan Tengah yaitu mengenai target laporan sehari tiga kali yang 
diatur dalam kebijakan yang mewajibkan RT RW melaporkan kondisi 
lingkungan pada setiap pagi, siang, dan malam hari. Informan Ketua RW 
03 yaitu Bapak Budi Prasojo memberikan pandangannya sebagai berikut. 
Menurut saya membuat laporan tiga kali di targetkan seperti itu 
kurang baik, adanya target akan membuat banyak laporan yang 
fiktif. Memangnya jika RT RW yang aktif melaporkan melalui 
Qlue bisa menjadi acuan bahwa RT RW tersebut aktif dan 
sebaliknya jika RT RW yang tidak melaporkan melalui Aplikasi 
Qlue sehari tiga kali itu tidak aktif. Maksudnya jika memang ada 
target perlu seharusnya juga monitoring lapangan apakah benar 
laporan yang disampaikan melalui Aplikasi Qlue itu terjadi 
dilapangan. Lebih baik laporan itu alamiah saja tanpa ada target 
sehingga RT RW tidak merasa terbebani juga dengan adanya 
kebijakan ini.6 
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Key Informan dari 
Kelurahan Tengah yaitu Bapak  Chaerudin selaku Kepala Seksi 
Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban. 
Mekanisme Qlue yang mewajibkan sehari melaporkan tiga kali 
juga membuat kelurahan mendapatkan pekerjaan yang lebih 
banyak. Sebenarnya laporan tiga kali itu seharusnya bukan hanya 
masalah yang dilaporkan melainkan laporan mengenai kondisi 
lingkungan serta kegiatan tugas dan fungsi RT RW juga boleh 
dilaporkan melalui Aplikasi Qlue. Kadang juga karena ada target 
jadi RT RW itu sering sekali membuat laporan yang seharusnya 
masih bisa ditangani  bersama warga tetapi langsung dilaporkan 
melalui Qlue. Seperti masalah sampah sedikit dijalan 
seharusnyakan warga bisa membantu kelurahan menjaga 
lingkungan tetapi karena ada Qlue kesannya semua menjadi 
tanggung jawab kelurahan untuk mengatasi masalah.7 
 
                                                          
6 Hasil wawancara Informan Bapak Budi Prasojo, Ketua RW 03 pada Rabu 21 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 03 Kelurahan Tengah. 
7 Hasil Wawancara Key Informan Bapak Chaerudin, Kasi pemtramtib Kelurhan Tengah pada 
Kamis, 05 April 2018 di Ruang Kantor Kelurahan Tengah. 
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Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa mekanisme 
kebijakan yang mengatur mewajibkan Ketua RT dan RW mencapai target 
laporan dalam sehari tiga kali pagi siang dan malam mendapatkan 
penolakan dari Ketua RW 03 yang mengatakan keberatan karena akan 
terbebani dengan adanya mekanisme tersebut. 
Meskipun menuai penolakan pada bagian mekanisme di dalam 
penerapan Kebijakannya, tetapi dilapangan ternyata mereka juga 
mengakui bahwa mekanisme tersebut juga memiliki dampak baik terutama 
bagi kinerja Ketua RT dan RW. Pernyataan ini diperkuat berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ketua  RW 04 yaitu Bapak Maning Saputra yang 
mengatakan sebagai berikut.  
Kebijakan itu awalnya dari RT RT saya yang ada disini menolak 
pakai Qlue, tetapi setelah saya jelaskan bahwa laporan itu bukan 
hanya masalah saja yang dilaporkan tetapi kegiatan, informasi atau 
kejadian apapun dilingkungan juga boleh dilaporkan. akhirnya 
mereka juga memahami. Adanya mekanisme tersebut saya melihat 
perkembangan RT disini menjadi jauh lebih aktif dari sebelumnya 
karena mungkin adanya target tesebut sehari minimal laporan tiga 
kali jadinya setiap hari seolah berburu laporan mencari dan 
memantau kondisi lingkungannya. Saya pun sebagai RW jadi bisa 
memantau bagaimana kerja RT RT saya disini dalam menjalankan 
tugas dan fungsi RT jadi kalau ada laporan kegiatan, dan masalah 
apapun yang ada di lingkungan RT saya mengetehaui langsung 
melalui Aplikasi Qlue.8 
 
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sakim Daulat 
yaitu Ketua RW 07 yang melihat bahwa mekanisme yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Provinsi melalui kebijakan Aplikasi Qlue ini ada sisi 
baiknya untuk mengoptimalkan peran RT RW dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya mengatasi permasalahan Kota yang ada di DKI Jakarta.  
                                                          
8 Hasil wawancara Informan Bapak Maning Saputra, Ketua RW 04  pada Senin 19 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 04 Kelurahan Tengah. 
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Adanya target dan kewajiban melaporkan kondisi lingkungan 
sebanyak tiga kali sekali menurut saya itu memang seharusnya 
seperti itu. RT dan RW itukan pengabdian, pekerjaan sosial. bukan 
hanya tugas dan fungsinya hanya mengurusi soal urusan KTP, 
Surat pengantar administrasi saja. Tapi tugas dan fungsi yang 
sesungguhnya harus memantau kondisi lingkungannya, mengetahui 
aktivitas kegiatan warganya, mengetahui apa saja yang ada 
dilingkungannya. Makanya diwajibkannya laporan sekali tiga kali 
itu sisi baiknya itu menurut saya jadi RT RW dipaksa jadi lebih 
aktif untuk memberikan laporan kondisi lingkungannya setiap 
hari..9 
 
Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa mekanisme 
target laporan setiap hari tiga kali dan penentuan besaran insentif 
operasional berdasarkan jumlah laporan diakui oleh Ketua RT dan RW 
membuat mereka terpacu untuk bekerja lebih giat dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai RT RW yang membuat kondisi lingkungan 
selalu terpantau setiap harinya. 
Selanjutnya Ketua RT dan RW yang menerima kebijakan ini 
menggapap bahwa dengan adanya Aplikasi Qlue memberikan kemudahan 
bagi Ketua RT dan RW dalam melaporkan kondisi lingkungan terutama 
pada  lingkungan yang terdapat masalah yang membutuhkan penanganan 
cepat dan darurat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari hasil 
wawancara dengan Bapak Suparman yaitu Ketua RW 01 yang 
menggunakan Aplikasi Qlue dalam melaporkan kondisi masalah darurat 
dilingkungannya sebagai berikut. 
Wilayah kami disini yang paling sering mengalami masalah 
lingkungan karena kondisinya wilayah RW 01 berada di sebelah 
aliran kalibaru. Masalah darurat seperti Jembatan pernah beberapa 
kali roboh, kemudian longsor bantaran kali, dan masalah banjir itu 
kami laporkan melalui Aplikasi Qlue dan gak perlu datang ke 
                                                          
9 Hasil wawancara Informan Bapak Sakim Daulat, Ketua RW 07  pada Senin 19 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 07 Kelurahan Tengah. 
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kelurahan. Hari ini lapor besoknya langsung orang dari kelurahan 
melihat  masalahnya dan langsung ditangani dengan cepat gak 
perlu menunggu waktu sampai berhari hari.10 
 
Sebelum diberlakukan kebijakan ini, mekanisme pelaporan 
permasalahan itu harus secara birokrasi ke kelurahan dan membutuhkan 
waktu beberapa hari sampai masalah ditindaklanjuti oleh kelurahan. 
Sementara berdasarkan penjelasan diatas menunjukan melalui Kebijakan 
Aplikasi Qlue laporan menjadi lebih cepat. 
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Neng Herti 
selaku Ketua RT 001 RW 08 sebagai berikut. 
 
Saya sangat terbantu sekali dengan adanya Qlue apalagi diwilayah 
saya sering sekali terjadi masalah seperti tanggul kali baru yang 
sering jebol, kmasalah bangunan liar dibantaran kali juga sering 
sekali saya laporkan melalui Aplikasi Qlue. Terlebih lagikan 
Aplikasi Qlue ini terhubung dengan Pemerintah Provinsi jadi kalau 
ada masalah besar yang darurat penanganannya sangat cepat. 
Pernah waktu itu saya laporan bangunan liar dibantaran kali 
langsung besoknya dari kelurahan pantau kesini dulu lalu tim 
bangungan Satpol PP menindak bangungan itu gak perlu nunggu 
lama berhari hari11 
 
Kebijakan Aplikasi Qlue juga memberikan dampak pada kinerja 
kelurahan dalam merespon masalah yang ada dilingkungannya. Hal ini 
dikarenakan setiap Kelurahan akan mendapatkan peringkat sesuai dengan 
kerja yang telah dilakukan dalam merespon dan menindaklanjuti laporan 
yang masuk melalui Aplikasi Qlue. Semakin cepat kelurahan 
menindaklanjuti laporan yang masuk dan menyelesaikan laporannya maka 
                                                          
10 Hasil wawancara Informan Bapak Suparman, Ketua RW 01  pada Selasa 6 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 01 Kelurahan Tengah. 
11 Hasil wawancara Informan Ibu Neng Herti, Ketua RT 001 RW 08 pada Senin 12 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 08 Kelurahan Tengah. 
55 
 
semakin meningkat peringkat kelurahanya, jika sebaliknya semakin lambat 
kelurahan menindaklanjuti laporan yang masuk dari RT RW maka 
semakin menurun juga peringkat kelurahan.  
Hal ini disampaikan oleh Key informan Lurah Tengah yaitu Bapak 
Tarmiji sebagai berikut.  
Adanya Kebijakan Aplikasi Qlue juga sebagai dasar Pemerintah 
Provinsi memberikan peringkat kinerja kelurahan yang diukur 
melalui kecepatan kelurahan dalam menindaklanjuti laporan. Jadi 
dulu itu kalau kelurahan lambat menindaklanjuti laporan yang 
masuk melalui Aplikasi Qlue maka kami kelurahan akan mendapat 
teguran dari kecamatan dan walikota. 12 
 
 
Kebijakan Aplikasi Qlue saat ini dikembangkan dan disandingkan 
dengan sistem CRM (Citizen Relationship Management). Sistem CRM 
fungsinya menghubungkan koordinasi setiap laporan masalah Qlue kepada 
Dinas yang memiliki kewenangan menindaklanjuti masalah tersebut yang 
sekarang ini dijadikan juga pemeringkatan bukan hanya pada kinerja 
kelurahan saja tetapi juga pada kinerja Suku Dinas yang ada di DKI 
Jakarta untuk menindaklanjuti laporan yang masuk melalui Aplikasi Qlue. 
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Key Informan Ibu Sumariah selaku 
Kepala Seksi Pembangunan, ekonomi dan Lingkungan Hidup Kelurahan 
Tengah yang mengatakan sebagai berikut.  
Pada saat kebijakan Aplikasi Qlue ini berlaku, kelurahan sangat 
kewalahan menangani laporan yang masuk melalui Aplikasi Qlue. 
Dalam satu hari saja bisa sampai dua puluh laporan yang masuk 
bahkan lebih sementara sumberdaya di kelurahan sangat terbatas 
sehingga membuat banyak laporan yang harus menunggu giliran 
untuk ditindaklanjuti. Hal ini juga disampaikan kepada Pak Lurah 
                                                          
12 Hasil Wawancara Key Informan Bapak Tarmiji, Lurah Kelurahan Tengah pada Jumat  06 April 
2018 di Ruang Kantor Lurah Kelurahan Tengah. 
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untuk membahas pada rapat pertemuan di walikota untuk 
mengevaluasi kebijakan Aplikasi Qlue ini. Setelah kebijakan ini 
menuai pro kontra memang hasilnya sudah terlihat evaluasinya 
sekarang dibuatkan Aplikasi CRM yang membantu kelurahan 
untuk berkoordinasi dengan dinas lain dalam mengatasi masalah 
skala besar seperti masalah jalan rusak kepada Dinas Bina Marga, 
masalah tanggul jebol kepada Dinas Tata Air, masalah pohon 
tumbang kepada Dinas Pertamananan dan sebagainya jadi alur 
koordinasi mulai terbangun dengan mekanisme baru untuk 
mengatasi laporan yang menumpuk masuk melalui Aplikasi Qlue 
dikelurahan ditindaklanjuti kepada Dinas yang terkait untuk 
menanganinya. Jadi kelurahan sekarang hanya memilah milih saja 
manakah laporan yang menjadi kewenangan kelurahan seperti 
masalah skala kecil kelurahan yang menangani jika skala besar 
maka kami langsung koordinasi dengan Dinas terkait melalui 
CRM.13 
 
Selanjutnya dari pandangan warga melihat Kebijakan Aplikasi 
Qlue yang mewajibkan RT RW untuk melaporkan kondisi lingkungan 
merespon baik kebijakan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan 
Informan warga yaitu dengan Bapak Wahyu  Warga RW 07 dan sebagai 
anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dinis Masyarakat) di Kelurahan 
Tengah.  
Qlue sangat baik menurut saya, adanya Kebijakan Qlue saya jadi 
mengetahui tugas Ketua RT RW sehari hari apasaja. Sebelum ada 
inikan yang kita tahu paling RT RW sekedar mengurus KTP, tanda 
tangan surat. Saya tahu mereka pakai Qlue kan jadi sering ambil 
dokumentasi foto lingkungan keliling setiap pagi siang sore dan 
malam. Apalagi saya sebagai anggota FKDM tugasnya mencegah 
hal hal yang tidak dinginkan diwilayah sini. adanya laporan Qlue 
yang dikirim RT RW jadi saya sangat terbantu mendapatkan 
informasi yang terbaru terus tentang wilayah saya untuk 
melakukan pencegahan sebelum terjadi permasalahan kita pantau 
terus pakai Aplikasi Qlue.14 
 
                                                          
13 Hasil Wawancara Key Informan Ibu Sumirah, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup Kelurahan Tengah pada Kamis 05 April 2018 di Ruang Kantor Kelurahan Tengah. 
14 Hasil wawancara Informan Bapak Wahyu, Warga RT 004 RW 07 pada Jumat 9 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 004 RW 07 Kelurahan Tengah. 
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Selain itu pandangan yang sama juga disampaikan oleh Informan 
warga yaitu Bapak Nur Mas’ud dari warga RW 10 yang juga sebagai 
pengurus RW sebagai berikut.  
Qlue sebenarnya sangat bermanfaat apabila digunakan untuk hal 
hal sifatnya melaporkan hal hal yang baik. Terutama pada masalah 
yang tidak mampu ditangani oleh warga disini biasanya dilaporkan 
melalui Aplikasi Qlue. Qlue ini kan memudahkan RT RW apalagi 
yang sibuk tidak perlu lapor ke kelurahan kalau ada masalah bisa 
melalui Aplikasi dikirimkan. Tetapi yang perlu dicermati bahwa 
jadi ajang menjatuhkan salah satu RT atau RW terutama di daerah 
yang perbatasan wilayah kalau ada laporan kan yang pertama dicari 
pak lurah itu RT dan RW nya.15 
 
Faktor lain yang menentukan juga berdasarkan dari individu 
pelaksana Kebijakan yaitu Ketua RT dan RW. Berdasarkan hasil observasi 
dan wawancara menunjukan bahwa Ketua RT dan RW yang secara 
individu memang terpilih menjadi ketua RT RW atas dasar keinginan diri 
sendiri dan dorongan hati untuk mengabdi kepada warga dan 
lingkungannya akan berusaha  secara sukarela untuk menjalankan 
kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RT 
maupun RW, tetapi sebaliknya jika Ketua RT atau RW nya menjadi 
terpilih menjadi Ketua karena keterpaksaan dan bukan atas dorongan hati 
itulah yang membuat kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 
RT RW tidak maksimal serta akan berdampak pada lingkungan 
diwilayahnya. 
 
 
                                                          
15 Hasil wawancara Informan Bapak Nur Mas’ud , Warga RW 10 pada Selasa 20 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 10 Kelurahan Tengah. 
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2. Dampak Kebijakan Qlue terhadap Pembangunan Daerah di 
Kelurahan Tengah Kramat Jati Jakarta Timur 
Kebijakan penerapan Aplikasi Qlue bagi Ketua RT RW diharapkan 
untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi 
permasalahan Kota sesuai dengan latarbelakang dikelurakannya Surat 
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 yang 
menginstruksikan Ketua RT RW wajib melaporkan kondisi lingkungannya 
melalui Aplikasi Qlue yang diharapakan dari adanya laporan tersebut 
membantu Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan Kota yang 
diharapkan akan memberikan dampak bagi Pembangunan Daerah di DKI 
Jakarta. Berdasarkan data laporan Aplikasi Qlue yang telah didapatkan 
dari Kelurahan Tengah sejak kebijakan itu diberlakukan pada Tahun 2016 
sampai saat ini menunjukan bahwa Laporan yang masuk melalui Aplikasi 
Qlue diantaranya yaitu menjadi aspek Pembangunan Daerah yang 
diantaranya aspek sosial, politik, hukum, lingkungan, sarana prasrana, 
kesehatan, keamanan, ketertiban, kemasyarakatan, pelayanan publik dan 
agama. 
Seluruh aspek ini termasuk kedalam bidang Pembangunan Daerah 
yang tercatat dalam data laporan Qlue yang  masuk di Kelurahan Tengah 
sejak tahun 2016 sampai saat ini. Data Laporan Qlue yang berkaitan dalam 
Bidang Pembangunan Daerah di kelompokan berdasarkan hasil laporan 
dari laporan warga serta laporan yang masuk dari Ketua RT dan RW yang 
menggunakan Aplikasi Qlue dikelompokan sesuai pada aspek Bidang 
Pembanunan Daerah sebagai berikut.  
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a) Aspek Sosial  
Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah 
diantaranya pada permasalahan kota dalam aspek sosial yang 
dilaporkan oleh Ketua RT dan RW sejak tahun 2016 meliputi laporan 
tentang permasalahan diwilayah Kelurahan Tengah diantaranya, yaitu 
laporan pengamen jalanan serta pengemis jalanan dipersimpangan Hek 
Jalan Raya Bogor tepatnya disebrang Kalibaru, sumbangan liar di 
perumahan warga yang tidak ada izin dari kelurahan, laporan bunuh 
diri warga, laporan kegiatan pemberdayaan sosial Bogasasri, dan 
laporan kegiatan pemberdayaan kepada para Ibu Rumah Tangga dan 
anak anak di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Dahlia 
Kelurahan Tengah. 
 Beberapa permasalahan kota dalam aspek sosial diatas merupakan 
laporan yang pernah dilaporkan oleh ketua RT RW melaui Aplikasi 
Qlue di wilayah Kelurahan Tengah. Permasalahan kota dalam aspek 
sosial disetiap wilayah RW terdapat perbedaan karena dipengaruhi 
faktor kondisi dan letak wilayahnya masing masing. Laporan tentang 
masalah sosial seperti pengamen dan pengemis sering sekali terjadi di 
wilayah RW 01 karena lokasinya berada tepat disebelah Jalan Raya 
Bogor yang sangat padat lalulintas sehingga membuat para pengamen 
dan pengemis berdatang ke wilayah tersebut. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Informan Ketua RW 01 yaitu Bapak Suparman 
menjelaskan sebagai berikut.  
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Wilayah RW 01 sangat sering terjadi permasalahan sosial 
seperti pengamen dan pengemis jalanan yang berada di 
wilayahnya hal ini dikarenakan wilayah RW 01 lokasinya 
berada tepat di Jalan Raya Bogor yang merupakan jalan 
yang padat lalu lintas dan adanya persimpangan jalan yang 
menghubungkan beberapa wilayah jadi disini sering banyak  
pengamen dan pengemis jalanan yang mengganggu 
aktivitas warga di persimpangan lampu merah Hek Jalan 
Raya Bogor.16 
 
Berikut merupakan laporan masalah pengemis di Jalan Raya Bogor 
tepatnya berada dipinggir halte Transjakarta depan Pasar Induk yang 
merupakan wilayah RW 01 Kelurahan Tengah. 
Gambar 4.3. Laporan masalah Sosial Pengemis Jalanan 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Ketua RW 01 Bapak Suparman mengatakan bahwa permasalahan 
sosial pengamen dan pengemis diwilayahnya sudah sangat meresahkan 
warga terutama warga yang setiap harinya beraktivitas menggunakan 
angkutan umum. Adanya laporan tersebut membuatnya bertindak 
melaporkan melalui Aplikasi Qlue. 
Permasalahan selanjutnya dalam aspek sosial mengenai kehidupan 
sosial warga di wilayah kelurahan tengah. Adanya laporan yang masuk 
melalui Aplikasi Qlue mengenai adanya salah satu warga  RW 01 yang 
                                                          
16 Hasil wawancara Informan Bapak Suparman, Ketua RW 01  pada Selasa 6 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 01 Kelurahan Tengah. 
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melakukan Bunuh diri di dalamnya rumahnya menarik perhatian 
Kelurahan untuk melakukan beberapa kegiatan pencegahan. Berikut 
ini laporan mengenai laporan Bunuh Diri warga RW 01 yang masuk 
melalui Aplikasi Qlue.  
               Gambar 4.4.  Laporan masalah sosial  Bunuh Diri 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Laporan adanya kejadian tersebut dilaporkan oleh ketua RT 
setempat setelah kejadian diketahui.  Masalah sosial seperti diatas 
terjadi karena beberapa faktor seperi yang disampaikan oleh Key 
Informan Lurah Kelurahan Tengah sebagai berikut. 
Permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, 
perselisihan antarwarga sebenarnya itu disebabkan 
kurangnya interaksi sosial yang terbangun diantara para 
warga itu sendiri. Seperti kasus yang terjadi masalah bunuh 
diri itu yang terjadi di RW 01 sebenarnya karena masalah 
warga yang secara individu depresi ataupun memiliki 
tekanan kehidupan yang cukup berat. Kelurahan kan sudah 
memiliki Kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga), Kelurahan Tengah juga sudah memiliki RPTRA 
(Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Tindakan yang 
dilakukan tentunya melakukan pencegahan misalnya untuk 
mengurangi tinkat depresi ibu ibu karena masalah rumah 
tangga kami mengadakan Pemberdayaan seperti 
pemberdayaan bogasari pelatihan memasak, pelatihan 
wirausaha Oke Oce sudah berjalan juga dilakukan di 
RPTRA mendorong ibu ibu membuat produk kreatif supaya 
mereka punya kesibukan dan meningkatkan interaksi sosial 
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juga sehingga masalah masalah dalam kehidupan sosial itu 
teratasi. 17 
 
Berikut merupakan laporan kegiatan yang masuk melalui 
Aplikasi Qlue, Pelatihan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh 
Kelurahan Tengah yang dilaksanakan di RPTRA Dahlia yang 
berkaitan dengan pencegahan permasalahan sosial. Pemberdayaan 
kepada ibu ibu untuk memberikan ruang interaksi sosial dengan 
adanya kegiatan pemberdayaan. 
Gambar 4.5. Laporan  Kegiatan Pemberdayaan Daur Ulang Sampah 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengahn Tahun 2017) 
 
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak mengoptimalkan peran 
pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Tengah untuk 
memberikan sosialisasi, pembimbingan, konseling, dan pemberdayaan 
melalui pengurus PKK dan pengurus RPTRA. 
b) Aspek Lingkungan dan Sarana Prasarana Umum  
Meliputi laporan mengenai sampah, pencemaran lingkungan dari 
limbah pabrik percetakan disebelah kalibaru,  jalan rusak, lampu 
penerangan jalan umum padam, longsor bantaran kali, got saluran air 
tersumbat, kabel listrik PLN yang membahayakan, Lampu lalu lintas 
                                                          
17 Hasil wawancara key informan Bapak Tarmiji ,Lurah Kelurahan Tengah pada Jumat, 06 April 
2018 di Ruang Kantor Lurah Kelurahan Tengah. 
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padam, Pohon tumbang, Jembatan roboh, Pintu air kali baru tersumbat,  
banjir, Kegiatan pembuatan lubang biopori upaya pencegahan banjir, 
kegiatan penanaman pohon dibantaran kali upaya pencegahan longsor, 
Laporan Perbaikan TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara).  
Setiap wilayah memiliki masalah yang berbeda dengan wilayah 
lainnya. Permasalahan kota di DKI Jakarta mengenai aspek lingkungan 
diantaranya laporan mengenai sampah. Masalah mengenai sampah di 
wilayah Kelurahan Tengah yang terdapat sebuah Pasar Induk Buah dan 
Sayuran yang berada ditiga wilayah yaitu wilayah RW 01, RW 07, dan 
RW 04 seringkali menimbulkan serangkain masalah sampah. Berikut 
laporan Qlue mengenai laporan sampah di wilayah kelurahan Tengah     
Gambar 4.6. Laporan Masalah Lingkungan Sampah  
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Ketua RW 07 
Bapak Sakim Daulat sebagai berikut.  
Wilayah saya RW 07 banyak sekali masalah karena adanya 
Pasar Induk Buah dan Sayuran. Wilayah sini menjadi 
wilayah yang kumuh, kotor dan padat penduduk rawan 
tindak kriminal  karena banyaknya sampah dan lapak 
pedagang yang berjualan disepanjangan jalan serta banyak 
warga pendatang. Sering kali laporan sampah kita 
sampaikan kepada kelurahan. Apalagi kalau sehari saja truk 
sampah tidak mengangkut sampah, itu TPS kami disini 
sudah menumpuk sangat tinggi sampahnya belum lagi 
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sampah yang disepanjang jalan itu dari lapak pedagang 
buah dan sayuran sangat mengganggu lingkungan warga 
yang tinggal disekitarnya.18 
 
Masalah lingkungan selanjutnya yaitu dari lokasi wilayah 
Kelurahan tengah disepanjang Jalan Raya Bogor yang berada di 
wilayah RW 08 yang banyak sekali terdapat pabrik percetakan kertas 
yang menyumbangkan masalah lingkungan di wilayah RT 002 RW 08 
dan telah dilaporkan melalui Aplikasi Qlue.  
Gambar 4.7. Laporan Masalah Lingkungan Pencemaran Limbah 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 
Informan  Ibu Neng Herti selaku Ketua RT 001 RW 08 mengenai 
laporan masalah lingkungan yang pernah dilaporkan melalui Aplikasi 
Qlue sebagai berikut.  
Aktivitas pabrik percetakan disebalah kalibaru sering diketahui 
oleh warga melakukan buang sisa limbah percetakan ke kali, 
Jumlah pabrik percetakan yang cukup banyak membuat teguran 
secara langsung tidak dihiraukan. Akhirnya saya laporkan 
melalui Aplikasi Qlue dengan beberapa bukti pada saat pabrik 
tersebut membuang limbahnya ke kali baru. Setalah itu barulah 
                                                          
18 Hasil wawancara Informan Bapak Sakim Daulat, Ketua RW 07  pada Senin 19 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 07 Kelurahan Tengah. 
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mendapat tindakan dari kelurahan melalui kepala seksi 
lingkuhan hidup Kelurahan Tengah.19 
 
Selanjutnya mengenai masalah Sarana dan Prasarana Umum, 
laporan ini sangat sering dilaporkan oleh Ketua RT RW dikelurahan 
Tengah dari masalah Jalan rusak, lampu penerangan jalan padam, 
tanggul kali jebol, jembatah roboh sampai laporan mengenai saluran 
got tersumbat pernah masuk sebagai laporan masalah kota yang 
disampaikan melalui Aplikasi Qlue. Seperti yang diungkapkan oleh 
Bapak Imam Supandi selaku Ketua RT 002 RW 01 berdasarkan hasil 
wawancara wilayahnya sering sekali menjadi daerah terdampak luapan 
banjir kali baru karena runtuhnya tanggul penahan air aliran kali.  
Upaya warga setempat telah dilakukan dalam menangani masalah 
sementara. Namun, keadaan yang cukup parah tidak mampu ditangani 
oleh warga. Akhirnya Bapak Imam melaporkan hal tersebut melalui 
Aplikasi Qlue dengan mengirimkan gambar laporan runtuhnya tanggul 
kali baru Qlue untuk mendapatkan penanganan dari Kelurahan. Berikut 
merupakan laporan mengenai runtuhnya tanggul di wilayah RT 002 
RW 01 yang telah dilaporkan melalui Aplikasi Qlue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19 Hasil wawancara Informan Ibu Neng Herti, Ketua RT 001 RW 08 pada Senin 12 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 08 Kelurahan Tengah. 
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Gambar 4.8 Laporan  Masalah Sarana Prasarana Umum 
Tanggul Kali baru runtuh 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Masalah yang berkaitan dengan sarana prasarana umum merupakan 
kewajiban Kepala Seksi ekonomi, pembangunan, dan lingkungan 
Hidup yang berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan di Kelurahan 
Tengah.  
Setelah laporan diterima maka kelurahan akan melihat kondisi 
yang terjadi dilapangan, selanjutnya kelurahan akan melakukan 
tindakan penanganan sesuai dengan masalahnya. Jika masalahnya 
skala kecil maka kelurahan yang akan menangani masalah tersebut 
dibantu oleh Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) 
tetapi jika masalahnya skala besar maka kelurahan akan berkoordinasi 
kepada suku dinas terkait untuk menindaklanjuti laporan yang masuk 
Kelurahan Tengah.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Key Informan yaitu dengan 
Ibu Sumirah selaku Kepala Seksi ekonomi, pembangunan, dan 
lingkungan Hidup sebagai berikut. 
Masalah Sarana Prasarana umum sangat banyak sekali 
terjadi di mulai dari masalah jalan berlubang, lampu 
penerangan jalan padam, pohon tumbang, banjir, saluran air 
tersumbat, sampah hampir setiap hari laporan itu masuk 
melalui Aplikasi Qlue. Hanya saja kelurahan tidak mampu 
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semuanya ditangani dan sudah ada mekanismenya. 
Kelurahan hanya menangani hal hal masalah skala kecil, 
kalau ditemukan masalah skala besar kelurahan akan 
berkoordinasi dengan suku dinas terkait untuk 
menindaklanjuti laporan warga yang masuk melalui 
Aplikasi Qlue.20 
 
Gambar 4.9. Laporan Masalah Lingkungan Pohon Tumbang 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
Seperti masalah pohon besar yang tumbang dibantaran kalibaru, 
karena skala pohonnya besar dan kurangnya alat yang memadai maka 
kelurahan tidak menangani masalah tersebut sehingga kelurahan 
berkoordinasi dengan suku dinas pertamanan untuk merelokasi pohon 
yang tumbang dibantaran kali. 
c) Aspek Kesehatan 
Meliputi Laporan wabah terjangkit Demam Berdarah, Kegiatan 
Jumantik, kegiatan Posyandu balita dan lansia, Layanan Ketuk Pintu 
dengan hati, Kegiatan Sosialisasi Kesehatan, Kegiatan Fooging 
pencegahan Demam Berdarah. Tindakan pencegahan kelurahan telah 
dilakukan dalam mengatasi masalah kesehatan diantaranya secara 
berkala setiap minggunya dilakukan pengecekan kolam penampungan 
air oleh Kader Jumantik untuk mencegah wabah nyamuk Demam 
berdarah Sebagai Berikut.  
                                                          
20 Hasil wawancara key informan Ibu Sumirah, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup pada Kamis 5 April 2018 di Ruang Kelurahan Tengah. 
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Gambar 4.10 Kegiatan Pencegahan DBD Melalui Kader Jumantik 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Sebelum adanya laporan dari warga kelurahan tengah telah 
melakukan tindakan secara preventif. Selain itu juga melakukan 
pemberian sosialisasi kesehatan, pengecekan secara gratis bekerjasama 
dengan Puskesmas untuk melaksanakan Posyandu Balita dan Lansia 
untuk mengecek kondisi anak dan warga yang lanjut usia. Kegiatan 
tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali dilaksanakan di RPTRA 
Dahlia.. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Bapak Ahmad 
Zaini Selaku Ketua RT 004 RW 02 mengatakan aspek pelayanan 
Kesehatan kelurahan Tengah sangat baik dalam merespon laporan 
warga yang sedang sakit dan tidak mampu dengan adanya layanan 
ketuk pintu dengan hati.21 Layanan itu hanya untuk warga yang tidak 
mampu ke pelayanan kesehatan maka dokter ataupun petugas 
kesehatan yang akan mendatangi rumah warga untuk melakukan 
pemeriksaan. Berikut merupakan pelayanan yang diberikan Kelurahan 
Tengah dengan bekerjasama dengan Puskesmas Kelurahan dalam 
                                                          
21 Hasil wawancara Informan Bapak Ahmad Zaini, Ketua RT 004 RW 02  pada Rabu 20 Maret 
2018 di Kediaman rumahnya RT 004 RW 02 Kelurahan Tengah. 
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menindaklanjuti laporan warga yang tidak mampu berjalan ke 
pelayanan kesehatan yang dikirimkan melalui Aplikasi Qlue.  
Gambar 4.11. Laporan Kegiatan Layanan Kesehatan Ketuk Pintu  
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Kegiatan pelayanan tersebut merupakan sebagai bentuk 
tindaklanjut laporan warga mengenai aspek kesehatan. Kegiatan yang 
dilakukan meliputi tindakan pencegahan dan tindakan penanganan 
berdasarkan laporan warga. 
d) Aspek Politik  
Meliputi laporan kegiatan kampanye yang mengangkat isu sara, 
spanduk provokasi kampanye isu sara, kampanye politik uang, 
Kegiatan kampanye politik layanan kesehatan gratis, sosialisasi 
pengawas pemilihan Kepala Daerah, Bimbingan Teknis Pemilihan 
Kepala Daerah. Laporan mengenai aspek politik lebih banyak terjadi 
pada saat jelang pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Seperti yang 
disampaikan oleh Informan Ibu Neng Herti selaku Ketua RT 001 RW 
08 sebagai berikut. 
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Gambar 4.12. Laporan Masalah Politik Spanduk Kampanye sara 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2016) 
 
Ibu Neng Herti mengatakan bahwa adanya spanduk kampanye isu 
sara diwilayahnya sangat menganggu sekali kehidupan sosial 
warganya. 
Warga saya di RT 001 RW 08 sangat beragam agamanya, 
bukan hanya Islam tetapi warga umat kristennya juga 
banyak.jadi kalau ada spanduk seperti itu disalah satu rumah 
tim sukses warga saya langsung saya tegur secara individu 
tetapi karena tidak ada itikad baik maka saya laporkan melalui 
Aplikasi Qlue dan kelurahan langsung menindaknya dengan 
bantuan Tim Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan.22 
 
Selain itu laporan lain juga terjadi di wilayah RW 04 Bapak 
Maning saputra mengatakan pernah  terjadi laporan pelanggaran 
kampanye dengan memberikan sembako dan pelayanan kesehatan 
gratis kepada warga. Kampanye seperti itu melanggar aturan 
mekanisme kampanye yang telah ditetapkan. 23 
 
 
 
 
 
 
                                                          
22 Hasil wawancara Informan Ibu Neng Herti, Ketua RT 001 RW 08 pada Senin 12 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 08 Kelurahan Tengah. 
 
23  Hasil wawancara Informan Bapak Maning Saputra, Ketua RW 04  pada Senin 19 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 04 Kelurahan Tengah. 
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Gambar 4.13. Laporan Masalah Politik Pelanggaran Kampanye  
 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2016) 
 
Berdasarkan laporan tersebut kelurahan langsung menindaklanjuti 
laporan dengan mengerahkan tim pengawas pemilu untuk memberikan 
sanksi kepada tim sukses salah satu pasangan calon yang terbukti 
melakukan pelanggaran mekanisme kampanye dan melakukan 
sosialisasi bimbingan teknis kepada seluruh panitia pengawas pemilu 
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan sepanjang 
berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. 
e) Aspek Keamanan dan Hukum  
Meliputi laporan tawuran, pencurian kendaraan bermotor, 
peredaran narkoba dan bandar narkoba, penipuan modus hipnotis, 
penipuan modus PLN, laporan kegiatan antisipasi tawuran, laporan 
kegiatan Patroli tiga pilar (Babinsa, Bimas, Pokdar), laporan Kegiatan 
pembuatan portal dan gerbang masuk wilayah, laporan kegiatan Forum 
Kewaspadaan Dini Masyrakat (FKDM), Kegiatan ronda, Parkir liar, 
Pedang Kaki lima dibantaran kali dan badan jalan serta Bangunan liar 
dibantaran kali baru. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Key 
Informan yaitu Bapak Chaerudin selaku Kepala Seksi Pemerintaha, 
ketentramana, kemanan dan ketertiban bahwa Kelurahan Tengah sudah 
melakukan pendataan zona wilayah rawan narkoba, rawan tawuran, 
rawan bangunan dan lapak pedagang liar. Beberapa data itu 
diantaranya diperoleh melalui laporan warga maupun laporan yang 
masuk melalui Aplikasi Qlue.24  
Pernyataan ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Sakim 
Daulat Ketua RW 07 bahwa zona rawan Narkoba dan tawuran 
diantaranya yaitu diwilayah RW 07 dan RW 04 wilayah Bapak 
Maning Saputra. Kedua wilayah tersebut secara letak berada tepat 
disebelah Pasar Induk Buah dan Sayuran Kramat Jati. Hal ini terjadi 
karena banyaknya warga pendatang dari luar daerah yang menyewa 
rumah disekitar pasar maupun datang ke wilayah tersebut untuk 
bekerja di Pasar yang menyebabkan jumlah warga pendatang lebih 
banyak dari pada warga asli setempat. 
Berikut merupakan laporan penyelahgunaan narkoba diwilayah 
RW 04 berdasarkan laporan Qlue adanya aktivitas mencurigakan yang 
dilakukan warga di yang berada belakang Pasar Induk sehingga 
laporan diteruskan kepada aparat penegak Hukum untuk melakukan 
                                                          
24  Hasil Wawancara Key Informan Bapak Chaerudin, Kasi Pemtramtib Kelurhan Tengah pada 
Kamis, 05 April 2018 di Ruang Kantor Kelurahan Tengah 
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penggerebekan rumah warga yang di laporkan adanya aktivitas 
mencurigakan.25 
Gambar 4.14. Laporan Penangkapan Penyalahgunaan Narkoba  
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2016) 
 
Berdasarkan Hasil wawancara dengan key Informan Lurah yaitu 
Bapak Tarmiji mengatakan bahwa setelah terjadinya laporan maka 
kelurahan tengah langsung melakukan pencegahan dengan melakukan 
sosialisasi pencegahan narkoba dengan bekerjasama dengan BNN Kota 
Administrasi Jakarta Timur.26  
Laporan masalah keamanan lainnya yaitu masalah tawuran, zona 
rawan tawuran di kelurahan Tengah berada di wilayah RW 07 yang 
letaknya bersebrangan dengan kelurahan ciracas, kelurahan kampung 
rambutan dan kelurahan kampung gedong. Berikut laporan warga yang 
dikirimkan melalaui Aplikasi Qlue mengenai tawuran.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
25 Hasil wawancara Informan Bapak Maning Saputra, Ketua RW 04  pada Senin 19 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 04 Kelurahan Tengah. 
26 Hasil Wawancara Key Informan Bapak Tarmiji, Lurah Kelurahan Tengah pada Jumat, 06 April 
2018 di Ruang Kantor Lurah Kelurahan Tengah 
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             Gambar 4.15 Laporan Masalah Keamanan Penangkapan Pelaku Tawuran 
 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Ketua RW 07 
yaitu Bapak Sakim Daulat mengatakan bahwa wilayah RW 07 hampir 
setiap minggu terjadi tawuran. Faktor wilayah yang berdekatan dengan 
kelurahan dan kampung lain yang menyebabkan seringnya terjadi 
tawuran.27 Pencegahan telah dilakukan diantaranya bekerjasama patroli 
wilayah keliling setiap malam libur sekolah bersama dengan tiga pilar 
yaitu dengan Babinsa, Bimas, serta dibantu dengan Pokdar. Laporan 
mengenai tawuran diperoleh dari warga yang memberitahu secara 
langsung maupun melalui laporan yang masuk melalui Aplikasi Qlue. 
Selain itu masalah lainnya dalam aspek keamanan yaitu sering 
terjadinya pencurian kendaraan di perumahan warga. Laporan 
pencurian kendaraan sering kali terjadi sehingga warga berupaya untuk 
mengurangi masalah pencurian kendaraan dengan cara membuat 
pengamanan diwilayahnya masing masing. Seperti yang disampaikan 
oleh Bapak Imam Supandi selaku Ketua RT 002 RW 01 mengatakan 
bahwa wilayahnya berada di dalam gang dan banyak warga yang 
                                                          
27 Hasil wawancara Informan Bapak Sakim Daulat, Ketua RW 07  pada Senin 19 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RW 07 Kelurahan Tengah. 
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memarkirkan kendaraannya didepan rumah untuk mencegah terjadinya 
pencurian kendaraan maka secara inisiatif warga membuat 
pengamanan wilayah dengan cara membuat Portal.28 Berikut laporan 
kegiatan warga berkaitan dengan pencegahan masalah pada aspek 
keamanan yang dilaporkan melalui Aplikasi Qlue.  
Gambar 4.16 Laporan Kegiatan Membuat Portal Wilayah 
 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Portal bertujuan untuk menutup akses masuk wilayah pada jam 
tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama warga 
sehingga membuat keamanan wilayah lingkungan lebih terjaga. 
f) Aspek Agama 
Meliputi laporan kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan, seperti 
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Islam, Perayaan 
Natal, Kegiatan Pengajian Bulanan, Tabligh Akbar, Perayaan 
Kenaikan Isa Almasih, Kegiatan Renovasi tempat ibadah serta laporan 
jika ada warga yang meninggal dunia. Seperti yang disampaikan oleh 
Informan Bapak Budi Prasojo selaku ketua RW 03 mengatakan bahwa 
adanya laporan kegiatan keagamaan melalui Aplikasi Qlue 
                                                          
28 Hasil wawancara Informan Bapak Imam Supandi, Ketua RT 002 RW 01 pada Rabu 21 Maret 
2018 di Kediaman rumahnya RT 002 RW 01 Kelurahan Tengah. 
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memberikan informasi untuk mengajak warga lainnya hadir mengikuti 
perayaan keagamaan. Hadirnya warga lain dalam perayaan keagamaan 
meningkatkan tali silaturahmi antar warga karena terjadinya interaksi 
sosial.29 
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Neng Herti 
Ketua RT 001 RW 08 yang mengatakan bahwa melalui kegiatan 
keagamaan juga mampu dijadikan sebagai pemberian pesan pesan 
moral kepada warga oleh ulama dan tokoh masyarakat untuk 
mempererat persatuan dan kerukunan antar beragama.30  
Selain itu undangan menghadiri kegiatan keagamaan juga sebagai 
bentuk toleransi keagamaan. Meskipun berbeda agama jika mendapat 
undangan memberikan sambutan dalam perayaan hari besar 
keagamaan merupakan ruang untuk memberikan pesan toleransi.     
      Gambar 4.17 Laporan Perayaan Kegiatan Keagamaan Natal 
 
 
 
    (Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
                                                          
29 Hasil wawancara Informan Bapak Budi Prasojo, Ketua RW 03 pada Rabu 21 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 03 Kelurahan Tengah. 
30 Hasil wawancara Informan Ibu Neng Herti, Ketua RT 001 RW 08 pada Senin 12 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 08 Kelurahan Tengah. 
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Laporan Kegiatan tugas RT menghadiri undangan perayaan Natal di 
Gereja Kelurahan Tengah yang dilaporkan Ketua RT melalui Aplikasi 
Qlue. Selain itu laporan Qlue juga memberikan informasi mengenai 
laporan warga yang meninggal dunia tentang kegiatan RT RW 
Gambar 4.18 Laporan Takziah warga yang meninggal dunia 
 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Ketua RW 03 Informan Bapak Budi Prasojo bahwa Qlue bukan 
hanya berisi laporan masalah tetapi Qlue juga dijadikan sebagai 
laporan tugas dan fungsi sebagai Ketua RT RW salah satunya 
menghadiri takziah warganya yang meninggal dunia guna memberikan 
rasa belangsungkawanya kepada keluarga yang ditinggalkan.31 
g) Aspek Kemasyarakatan  
Meliputi laporan kegiatan kerja bakti lingkungan, Perlombaan 
Antar warga, Rembug warga, Musyawarah rencana pembangunan RT 
RW, Kegiatan Karang Taruna, Senam di RPTRA, Silaturhami warga 
melalui arisan warga, Serta Kegiatan Dharmawisata.  
Aspek kemasyarakatan lebih menekankan pada usaha yang 
dilakukan masyarakat dalam menangani masalah yang terjadi ataupun 
                                                          
31 Hasil wawancara Informan Bapak Budi Prasojo, Ketua RW 03 pada Rabu 21 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 03 Kelurahan Tengah. 
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yang dilaporkan melalui Aplikasi Qlue di wilayahnya. Seperti yang 
disampaikan oleh Informan Ketua RT 002 RW 01. wilayah sini sering 
mengalami runtuhnya tanggul kalibaru karena derasnya aliran kali 
sebagai usaha penanganan dini maka dilakukanlah kerja bakti oleh 
warga dengan membuat tanggul sementara dari karung karung pasir 
untuk mencegah air kali masuk kewilayah pemukiman.32     
Gambar 4.19 Laporan Kegiatan Kerja Bakti  
 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Barawal dari masalah lingkungan dan sarana prasarana umum 
mendorong aspek kemasyarakatan bergerak untuk berusaha mengatasi 
secara inisiatif warga dengan melakukan kerja bakti. Pandangan yang 
sama juga disampaikan oleh Informan Ketua RW 03 Bapak Budi 
Prasojo mengatakan bahwa dilingkungannya terjadi masalah tawuran 
pemuda pada aspek keamanan.  
Tindakan yang dilakukan untuk mencegah masalah tersebut 
melalui aspek kemasyarakatan yaitu dengan mengadakan 
kegiatan untuk pemuda yaitu perlombaan olahraga yang 
bekerjasama dengan karang taruna sehingga mendorong remaja 
melakukan hal kegiatan yang positif untuk mengurangi 
kegiatan tawuran pada malam hari libur sekolah. 33 
                                                          
32 Hasil wawancara Informan Bapak Imam Supandi, Ketua RT 002 RW 01 pada Rabu 21 Maret 
2018 di Kediaman rumahnya RT 002 RW 01 Kelurahan Tengah. 
33 Hasil wawancara Informan Bapak Budi Prasojo, Ketua RW 03 pada Rabu 21 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 001 RW 03 Kelurahan Tengah. 
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Aspek kemasyarakatan rembug warga yang dilakukan setiap bulan. 
Rembug warga menjadi agenda bulanan untuk membahas setiap 
masalah yang ada di lingkungan. Pembahasan dalam rembug warga 
juga dijadikan sebagai agenda penyusunan aspirasi Musrenbang yang 
dilakukan mulai tingkat RT, kemudian pada tingkat RW dan terakhir 
hasil keseluruhannya disampaikan kepada Lurah untuk diajukan dalam 
hasil musrenbang Kelurahan Tengah kepada Walikota. 
Gambar 4.20 Laporan Kegiatan Rembug Warga 
 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Ketua RT 004 RW 
02 yaitu Bapak Ahmad Zaini mengatakan bahwa kegiatan rembug 
warga dilakukan untuk membahas permasalahan yang ada 
dilingkungan. Kegiatan rembug warga juga dijadikan sebagai kegiatan 
penyusunan musrenbang sesuai dengan aspirasi warga yang nantinya 
akan diajukan kepada Lurah Kelurahan Tengah.34  
Aspek kemasyarakatan menunjukan usaha yang dilakukan warga 
dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam aspek permasalahan 
kota. Peran warga dalam membantu pemerintah mengatasi 
                                                          
34 Hasil wawancara Informan Bapak Ahmad Zaini, Ketua RT 004 RW 02 pada Selasa 20 Maret 
2018 di Kediaman rumahnya RT 004 RW 02 Kelurahan Tengah. 
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permasalahan kota diwujudkan dalam kegiatan kegiatan yang 
dilakukan atas inisiatif warga. Selain usaha dari pemerintah melakukan 
tindakan mengatasi masalah tetapi dari adanya aspek kemasyarakatan 
ini membuat kerjasama yang sinergis antara kelurahan dengan 
warganya  mengatasi pernasalahan kota. 
h) Aspek pelayanan Publik 
Aspek Pelayanan publik diantaranya yaitu layanan kesehatan, 
layanan pendidikan, serta pelayanan administrasi warga dikelurahan.. 
Masalah mengenai pelayanan publik pun masuk kedalam laporan yang 
disampaikan melalui Aplikasi Qlue. Berdasarkan data laporan Qlue di 
Kelurahan Tengah mengenai permasalahan dalam pelayanan publik 
diantaanya yaitu, laporan penelantaran pasien Puskesmas, Pelayanan 
E-KTP yang prosesnya lama, ketidaknyamanan warga karena parkiran 
menghalangi akses masuk kelurahan, kegiatan sosialisasi peningkatan 
pelayanan Publik. Salah satu laporan mengenai Pelayanan Publik 
mengenai pelayanan puskesmas Kelurahan. 
          Gambar 4.21 Laporan Masalah Pelayanan Publik 
                Penelantaran Pasien Puskemas Kelurahan 
 
 
 
(Sumber Dokumentasi Laporan Qlue Kelurahan Tengah Tahun 2016) 
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Pelayanan Puskesmas yang dilaporkan oleh warga. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Bapak Rohmat Ketua RT 004 RW 07 
mengatakan masalah itu karena pelayanan puskesmas kelurahan tengah 
bahwa Dokter puskesmas belum tiba meskipun sudah waktu jam 
operasional puskesmas sudah dibuka tetapi belum adanya dokter yang 
menangani pasien yang datang sehingga terjadi penelantaran pasien 
yang cukup lama.35 
Selanjutnya laporan mengenai masalah pelayanan E-KTP yang 
prosesnya lama juga dilaporkan melalui Aplikasi Qlue. Upaya untuk 
menangani masalah tersebut kelurahan memberikan himbauan 
informasi kepada para warga mengenai alasan tentang apa yang 
menjadi dasar penyebab terjadinya proses pembuatan E-KTP yang 
lama.36 Selanjutnya berdasarkan informasi dari Key Informan Lurah 
yaitu Bapak Tarmiji Mengatakan bahwa untuk menangani 
permasalahan administrasi pelayanan publik kelurahan telah 
melakukan sosiaslisasi peningkatan pelayanan publik di Kelurahan 
Tengah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah serta 
memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga di Kelurahan 
Tengah.37 
 
                                                          
35 Hasil wawancara Informan Bapak Rohmat, Ketua RT 004 RW 07 pada Jumat 9 Maret 2018 di 
Kediaman rumahnya RT 004 RW 07 Kelurahan Tengah. 
36 Hasil wawancara Informan Bapak Muharram, Ketua RT 008 RW 04 pada Senin 19 Maret 2018 
di Kediaman rumahnya RT 008 RW 04 Kelurahan Tengah. 
37 Hasil wawancara key informan Bapak Tarmiji ,Lurah Kelurahan Tengah pada Jumat, 06 April 
2018 di Ruang Kantor Lurah Kelurahan Tengah 
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D. Pembahasan 
Setelah memperoleh data-data dari hasil wawancara dan observasi 
serta studi dokumentasi yang telah dilakukan selama penelitian di wilayah 
Kelurahan Tengah akan dibahas dan dikaji pada bagian ini. Hasil Temuan 
Penelitian mengenai Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kelurahan 
Tengah akan dianalisis serta dibahas menggunakan Konsep Implementasi 
Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III serta menggunakan 
Konsep Evaluasi Kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. 
Sementara Hasil Temuan Penelitian mengenai Dampak yang dihasilkan 
melalui penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue terhadap Pembangunan Daerah 
di Kelurahan Tengah akan dianalisis dan dibahas menggunakan Konsep 
Pembangunan Daerah yang dikemukakan oleh Siagian P. Sondang dan 
Rasyid Ryass. 
1. Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah Kramat 
Jati Jakarta Timur 
Kebijakan Penerapan Aplikasi Qlue yaitu Kebijakan yang mewajibkan 
Ketua RT dan RW menggunakan Aplikasi Qlue sebagai media untuk 
melaporkan kondisi lingkungan sesuai dengan wilayahnya masing masing. 
Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan 
Fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Kewajiban Ketua RT 
dan RW menggunakan Aplikasi Qlue dalam melaporkan kondisi, informasi, 
dan kejadian yang ada di lingkungan  setiap hari sebanayak tiga kali diatur 
dalam bagian mekanisme Kebijakan.  
83 
 
Isu yang menjadi dasar permasalahan sehingga melatarbelakangi 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Kebijakan ini, yaitu karena 
Provinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat 
kompleks, urbanisasi, keamanan, transportasi, keamanan, lingkungan, serta 
permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya yang memerlukan pemecahan 
secara sinergis melalui lembaga masyarakat yaitu RT dan RW dengan cara 
menyelesaikan bersama pemerintah melalui Aplikasi mitra yang bekerja sama 
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Aplikasi Qlue.  
Penerapan Kebijakan Qlue di Kelurahan dianalisis menggunakan Kajian 
Teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwars III yang 
mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
diantaranya terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi 
kebijakan publik yang terdiri atas variabel-variabel a) komunikasi; b) sumber 
daya; c) Disposisi atau tingkah laku-tingkah laku, dan d) struktur birokrasi.38 
a) Komunikasi 
Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan 
adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa 
yang harus mereka lakukan. Tiga aspek atau faktor penting dalam proses 
komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). 
Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak 
diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi 
resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi yang telah dilakukan oleh 
                                                          
38 Winarno, Op.cit.,hlm 126. 
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Kelurahan Tengah untuk menyampaikan isi kebijakan kepada Ketua RT dan 
RW dengan cara memberikan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan 
diataranya menjelaskan isi kebijakan, isu permasalahan latarbelakang 
dibuatnya kebijakan, mekanisme aturan penerapan kebijakan serta cara 
penggunaan Aplikasi Qlue sebagai media pelaporan kondisi, kejadian dan 
informasi yang terjadi di lingkungan. Pada awal kebijakan Aplikasi Qlue 
diterapkan di Kelurahan Tengah menuai berbagai penolakan dari pelaksana 
kebijakan yaitu para Ketua RT dan RW.  
Sebagian besar yang menolak menyatakan keberatannya menggunakan 
Aplikasi Qlue karena adanya mekanisme yang mewajibkan mereka 
mennggunakan Aplikasi Qlue sebanyak tiga kali setiap harinya dalam 
melaporkan masalah. Misalnya penjelasan dari Ketua RW 02 Bapak Andiko 
Budi yang menganggap bahwa masalah itu tidak selalu ada setiap hari, adanya 
target itu membuat mereka keberatan yang menjadi beban mereka dalam 
menggunakan Aplikasi Qlue. Penjelasan tersebut terlihat bahwa adanya 
kesalahan penafsiran dari pelaksana kebijakan yang semestinya Aplikasi Qlue 
bukan hanya untuk melaporkan masalah tetapi juga laporan kegiatan yang 
dilakukan oleh RT RW, warga dan juga sebagai media penyampai informasi 
keadaan lingkungan. Kesalahan penafsiran dan ketidaktahuan pelaksana 
kebijakan mengenai isi kebijakan yang menyebabkan beberapa Ketua RT dan 
RW menolak Kebijakan tersebut. Oleh karena itu variabel komunikasi sangat 
menentukan pada tahapan awal implementasi Kebijakan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Expert Opinion yaitu Bapak Raharjo 
menyatakan pendapat yang sama bahwa Komunikasi sangat menentukan 
Keberhasilan dari sebuah Implementasi Kebijakan sebagai berikut.  
Beberapa keluhan dan penolakan yang terjadi dalam Penerapan 
Kebijakan Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah yang mungkin 
dirasakan oleh ketua RT RW yang berkeberatan menerapkan 
Kebijakan  dapat diatasi dengan sosialisasi yang baik. Sosialiasi 
merupakan wadah komunikasi untuk menyampaikan isi kebijakan 
secara jelas. Jika sosialisasi dilaksanakan tidak maksimal 
dimungkinkan terjadinya resistensi dan kesalahan dalam penafsiran 
Kebijakan. Sosialiasi yang baik akan meminimalisir penolakan 
Kebijakan dan mempengaruhi dalam implementasi sebuah kebijakan.39 
 
b) Sumber daya 
pelaksana kebijakan merupakan sumber daya yang menjadi peran utama 
melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang baik akan terkendala jika sumber 
daya tidak memadai maumpun tidak memiliki kemampuan dalam melaksana 
Kebijakan. Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Tengah ditemukan bahwa 
yang menolak Kebijakan juga berasal dari Ketua RT RW yang  secara sumber 
daya tidak mampu menggunakan teknologi yang dipengaruhi beberapa faktor. 
Misalnya faktor usia, dan faktor ketidakmelekan teknologi.  
Meskipun sudah dilakukannya sosialisasi dan diajarkan cara 
penggunannya ternyata masih ditemukan Ketua RT dan RW di Kelurahan 
Tengah yang tidak mampu menggunakan Aplikasi Qlue sehingga mereka 
menolak Kebijakan dan berharap laporan diubah kembali mekanismenya 
seperti semula dengan cara konvensional dengan datang langsung ke 
kelurahan. Selanjutnya bagi sumber daya pelaksana kebijakan yang mampu 
menggunakan teknologi merasakan manfaat dari diterapkan Aplikasi Qlue 
                                                          
39 Hasil Wawancara Expert Opinion Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si Dosen PPKn UNJ pada Tanggal  
3 Mei 2018 via email. 
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sebagai media pelaporan sangat membantu tugas dan fungsi RT RW dalam 
melaporkan masalah yang bersifat darurat yang memerlukan penanganan 
cepat oleh Kelurahan. 
 Berdasarkan itulah terlihat bahwa variabel sumber daya turut menentukan 
keberhasilan penerapan kebijakan. Kebijakan Penerapan Aplikasi Qlue 
membutuhkan sumber daya pelaksana yang menguasi teknologi. Upaya 
mengoptimalkan kebijakan untuk mampu diterapkan dengan cara pelaksana 
kebijakan tidak hanya diberikan sosialisasi tetapi perlu juga secara intensif 
dilakukan pembimbingan sehingga mampu menggunakan Aplikasi Qlue. 
c) Disposisi atau tingkah laku dari pelaksana kebijakan. 
 Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, 
seperti kesediaan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 
Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak 
efektif.  Bapak Lisman Manurung mengatakan sebagai berikut. 
Untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan kebijakan harus 
diiringi dengan komitmen serta kesediaan pelaksana kebijakan yang 
diserahi kewajiban melaksanakan kebijakan. ini membutuhkan 
dukungan dari semua pihak khususnya para ketua RT/RW yang 
diserahi tugas dan tanggung jawab untuk memberikan laporan terkait 
permasalahan di lingkungannya. Program ini tidak bisa berjalan 
efektif jika tidak ada dukungan atau justru mendapatkan penolakan 
dari  ketua RT/RW itu sendiri sebagai salah satu pelaksana kebijakan 
tersebut. Maka perlunya uji coba kebijakan sebelum diputuskan sangat 
diperlukan untuk melihat respon penerimaan kebijakan.40 
                                                          
40 Hasil Wawancara Expert Opinion Bapak Lisman Manurung, Ph.D., Pakar Kebijakan Publik 
pada Tanggal 25 Mei 2018 di Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 
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Berdasarkan hasil temuan penelitian di Kelurahan tengah diketahui bahwa 
ada beberapa Ketua RT RW yang menjadi Ketua bukan atas kemauan dan 
dorongan diri tetapi karena keterpaksaan. Faktor keterpaksaan menjadi Ketua 
RT RW yang menyebabkan tidak berjalannya tugas dan fungsi RT RW 
dengan baik yang menunjukan bahwa tugas RT RW sekedar mengurus 
administrasi saja tetapi aspek tugas lainnya tidak berjalan. Begitupun halnya 
Ketua RT RW pada saat diperintahkan menggunakan Qlue menunjukan 
ekspresi keberatannya. Hal itu menunjukan variabel disposisi pada bagian 
kesediaan implementor. Ketidaksediaan Ketua RT dan RW inilah yang 
membuat timbulnya penolakan yang mempengaruhi penerapan Kebijakan 
Qlue di Kelurahan Tengah.  
d) Struktur organisasi.  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh kebijakan yang signifikan. Penerapan Kebijakan Aplikasi 
Qlue ini diwadahi oleh oleh struktur Organisasi Kelurahan dibawah Kepala 
Seksi pemerintahan yang membawahi seluruh Ketua RT dan RW di Kelurahan 
Tengah. Selanjutnya dibawah Struktur Kelurahan terdapat Struktur Organisasi 
RW yang membawahi koordinasi kepada Ketua RT yang ada dilingkungan. 
Temuan dilapangan menunjukan bahwa yang paling berpengaruh yaitu pada 
struktur Organisasi RW yang membawahi Ketua RT dimasing masing 
wilayah. Hal ini menunjukan berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi 
dan wawancara yang telah dilakukan bahwa ditemukan wilayah yang paling 
aktif menggunakan Aplikasi Qlue yaitu wilayah RW 01 yang di Ketuai Bapak 
Suparman. 
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Sejalan dengan hasil temuan diatas Bapak Lisman Manurung sebagai 
Expert Opinion  menguatkan analisa pembahasan dengan berpendapat sebagai 
berikut. 
Faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan dapat diterima 
sepenuhnya oleh pelaksana kebijkan dalam proses penerapannya 
memerlukan dukungan dari pimpinan terhadap pelaksana kebijakan 
tersebut, pimpinan yang dianggap tidak mampu memberikan dukungan 
atau support yang baik kepada pelaksana juga biasanya rawan 
penolakan didalam unit struktur organisasi.41 
Temuan diatas menunjukan bahwa dukungan peran Ketua RW dalam 
memberikan himbauan serta koordinasi kepada struktur dibawahnya yaitu para 
Ketua RT untuk menerapkan Kebijakan Aplikasi Qlue sebagai media 
pelaporan kondisi lingkungan sangat memberikan pengaruh kepada struktur 
dibawahnya untuk menerapkan Kebijakan. Pemimpin Ketua RW yang tidak 
aktif menghimbau dan mengkoordinasikan para Ketua RT diwilayahnya untuk 
menerapkan Kebijakan Aplikasi Qlue yang menyebabkan kebijakan ini tidak 
merata dalam penerapannya disetiap wilayah.  
 Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara yang telah 
dilakukan menunjukan bahwa sebagian besar Ketua RT dan RW di Kelurahan 
Tengah menerima Kebijakan tersebut. Secara substansi Ketua RT dan RW 
mengakui bahwa dalam perspektif memberikan kemudahan dalam melaporkan 
masalah kepada pemerintah Kebijakan tersebut sangat membantu dalam 
menjalankan tugasnya sebagai Ketua RT dan RW. Adanya target laporan dan 
insentif penentuan kinerja berdasarkan jumlah laporan Qlue diakui 
memberikan dampak kepada Ketua RT dan RW untuk lebih aktif dalam 
melaksanakan tugasnya.  
                                                          
41 Hasil Wawancara Expert Opinion Bapak Lisman Manurung, Ph.D., Pakar Kebijakan Publik 
pada Tanggal 25 Mei 2018 di Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 
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Disisin lain penolakan yang muncul terhadap kebijakan diketahui bahwa 
Ketua RT dan RW di Kelurahan Tengah bukan menolak penerapan 
Kebijakannya melainkan menolak mekanisme dalam isi kebijakan. Adapun 
mekanisme yang ditolak diantaranya mengenai target laporan Qlue sebanyak 
tiga kali dalam sehari, kemudian mengenai penentuan jumlah besaran 
operasional berdasarkan jumlah laporan Qlue serta menolak unit pelaksana 
yang hanya dibebankan kepada Ketua RT dan RW, mereka mengatakan 
bahwa seharusnya lebih baik isi kebijakan mewajibkan seluruh pengurus RT 
dan RW menggunakan Aplikasi Qlue sehingga tidak memberatkan tugas dan 
fungsi Ketua RT dan RW dalam melaksanakan Kebijakan. 
Berdasarkan hasil temuan diatas menunjukan Kebijakan Penerapan 
Aplikasi Qlue tidak sepenuhnya diterima oleh pelaksana Kebijakan. Meskipun 
secara substansi diakui memberikan manfaat disisi lain pelaksana Kebijakan 
merasa keberatan dengan beberapa mekanisme yang diatur dalam isi 
kebijakan. Bapak Lisman Manurung sebagai Expert Opinion memberikan 
pendapatnya atas temuan penelitian yang menunjukan Kebijakan Penerapan 
Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah tidak sepenuhnya diterima oleh pelaksana 
Kebijakan sebagai berikut.  
Kebijakan dapat diterima sepenuhnya oleh pelaksana kebijakan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, pertama, apakah kebijakan 
yang dibuat sudah melibatkan semua stakeholder termasuk pelaksana 
kebijakan tersebut, jika keterlibatan pelaksana dalam perumusan dan 
pembuatan kebijakan kurang dilakukan dengan baik, maka biasanya 
menimbulkan penolakan.  Kedua, apakah kebijakan tersebut oleh si 
pelaksana dianggap sebagai suatu kebijakan yang efektif yang sesuai 
untuk mencapai tujuan atau pemecahan masalahnya tersebut, jika 
pelaksana merasa ragu terhadap keefektifan dari program tersebut 
tentu akan menimbulkan penolakan, Ketiga, Apakah nilai manfaat atau 
keuntungan dari kebijakan tersebut bagi si pelaksana kebijakan 
tersebut, kebijakan yang dianggap kurang memberikan keuntungan 
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atau manfaat bagi si pelaksana kebijakan biasanya menimbulkan suatu 
penolakan. Keempat adalah apakah kebijakan tersebut dianggap dapat 
membantu atau justru menimbulkan beban yang berat bagi si 
pelaksana, jika pelaksana itu sendiri merasa keberatan atau justru 
merasa dirugikan maka biasanya akan menimbulkan penolakan pula. 
Kelima, bagaimana dukungan dari pimpinan terhadap pelaksana 
kebijakan tersebut, pimpinan yang dianggap tidak mampu memberikan 
dukungan atau support yang baik kepada pelaksana juga biasanya 
rawan penolakan.42 
 
Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi Kebijakan yang tidak 
sepenuhnya diterima oleh pelaksana kebijakan karena mendapat penolakan 
menurut Expert Opinion Bapak Limsan Manurung dapat dilakukan dengan 
beberapa cara diantaranya yaitu dengan uji coba kebijakan dan  segera 
mempertimbangkan hasil respon uji coba dengan melakukan evaluasi 
Kebijakan untuk mengurangi resintensi.43  
Selanjutnya Bapak Raharjo sebagai Expert Opinion Mengatakan bahwa 
dengan ujicoba kebijakan kemudian dengan sosialiasi yang baik akan 
mengurangi terjadinya penolakan kebijakan serta jika terdapat penolakan 
dapat segera dilakukan evaluasi kebijakan sebagai berikut. 
Beberapa keluhan dan penolakan terhadap Penerapan Kebijakan 
Aplikasi Qlue yang mungkin dirasakan oleh ketua RT/RW yang 
berkeberatan adalah  dengan beberapa mungkin masih awam terhadap 
aplikasi tersebut  bisa diatasi dengan sosialisasi yang baik. Serta jika 
terdapat penolakan dari pelaksana kebijakan dapat dilakukan segera 
Evaluasi Kebijakan misalnya seperti Ketua RT RW yang menolak 
mekanisme laporan sebanyak 3 kali dalam sehari sebagai kewajiban 
yang harus diberikan oleh sebagian ketua RT/RW dianggap cukup 
memberatkan, solusinya laporan cukup kalau ada permasalahan.44   
                                                          
42 Hasil Wawancara Expert Opinion Bapak Lisman Manurung, Ph.D., Pakar Kebijakan Publik 
pada Tanggal 25 Mei 2018 di Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 
43 Hasil Wawancara Expert Opinion Bapak Lisman Manurung, Ph.D., Pakar Kebijakan Publik 
pada Tanggal 25 Mei 2018 di Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 
44 Hasil Wawancara Expert Opinion Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si Dosen PPKn UNJ pada Tanggal  
3 Mei 2018 via email. 
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Oleh karena itu berdasarkan temuan diketahui bahwa sosialiasi yang 
dilakukan oleh Kelurahan Tengah kurang optimal dan seharusnya memberikan 
sosialisasi secara berkala yang tidak hanya dilakukan satu kali untuk 
mengurangi resistensi dan kesalahan penafsiran isi kebijakan sehingga 
Kebijakan Penerapan Aplikasi Qlue mendapat penolakan dari pelaksana 
kebijakan. Selain itu untuk memperbaiki penolakan kebijakan yang terjadi 
dapat dilakukan dengan menilai penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue yang 
telah dilakukan dikelurahan Tengah  dengan cara Mengevaluasi Kebijakan 
menggunakan pendekatan  (Ex Post Retrospektif) yaitu pendekatan dengan 
cara melakukan evaluasi setelah kebijakan dilakukan.  
Adapun Evaluasi kebijakan yang dilakukan terhadap Kebijakan Penerapan 
Aplikasi Qlue didasarkan atas kajian konsep teori yang dikemukakan oleh 
William N. Dunn yang menjelaskan  mengenai beberapa indikator kriteria 
yang diperlukan dalam melakukan proses evaluasi kebijakan publik, yaitu: 1) 
Efektifitas 2) Efisiensi 3) Kecukupan 4) Perataan 5) Responsivitas 6) 
Ketepatan.45 Indikator ini untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan 
yang telah dilakukan. Selanjutnya Bapak Lisman Manurung sebagai Expert 
Opinion juga mengatakan bahwa untuk mengukur dan menilai evaluasi 
Kebijakan terdapat beberapa tolak ukur sebagai berikut. 
Pertama, apakah tujuan atau visi misi yang mau dicapai dari suatu 
kebijakan tersebut sudah tercapai. Kedua, bagaimana penerimaan dari 
semua stakeholder terhadap kebijakan tersebut, kebijakan yang 
mendapatkan banyak dukungan dan minim penolakan menunjukkan 
salah satu keberhasilan dari sebuah kebijakan. Ketiga, Implementasi 
kebijakan yang dijalankan dengan baik sesuai dengan program 
kegiatan yang diharapkan, ini juga bisa menjadi indikator keberhasilan 
                                                          
45 William N. Dunn, Op.,Cit, hlm. 158. 
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suatu kebijakan. Keempat, adalah adanya efesiensi dan efektifitas dari 
segi waktu, sumber daya, dan keuangan dalam menjalankan sebuah 
kebijakan tersebut.46 
 
 Hasil temuan lapangan megenai Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue yang 
telah dilakukan Kelurahan Tengah sejak April Tahun 2016 sampai saat ini 
akan di evaluasi menggunakan indaktor kriteria tersebut.  
 
 
a) Efektifitas (effectiveness) 
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif yang dihasilkan melalui 
kebijakan mampu mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai 
tujuan dari diadakannya tindakan. Berdasarkan isu masalah dalam isi 
kebijakan itu tujuan Kebijakan Penerapan Aplikasi Qlue yang diwajibkan bagi 
RT RW yaitu untuk membantu Pemerintah Provinsi secara sinergis mengatasi 
Permasalahan Kota. Lurah Kelurahan Tengah Bapak Tarmiji mengatakan 
bahwa adanya Kebijakan tersebut memudahkan Kelurahan Tengah dalam 
mengatasi permasalahan kota yang ada diwilayah sementara berdasarkan 
informasi dari Ketua RT dan RW sehingga permasalahan yang ditemukan 
diwilayah cepat diatasi oleh pemerintah baik melalui Kelurahan maupun dinas 
yang terkait. 
b) Efisisensi (efficiency) 
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan 
tingkat efektifitas tertentu. Kebijakan ini diakui lebih efisien karena 
menggunakan teknologi Aplikasi dalam menyampaikan laporan yang 
                                                          
46 Hasil Wawancara Expert Opinion Bapak Lisman Manurung, Ph.D., Pakar Kebijakan Publik 
pada Tanggal 25 Mei 2018 di Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 
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terintegrasi dengan pemerintah sehingga warga dan Ketua RT RW tidak perlu 
mengeluarkan usaha yang banyak dalam melaporkan masalah kepada 
pemerintah. Cara kerjanya hanya dengan mengirimkan laporan secara digital 
dalam bentuk foto lalu dikirimkan melalui Aplikasi Qlue tanpa perlu 
melaporkan secara langsung ke kelurahan setempat.  
c) Kecukupan (adequacy) 
Menekankan pada sejauh mana tingkat kuatnya keberhasilan hubungan 
antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Berdasarkan temuan 
lapangan menunjukan masih kurang tingginya tingkat keberhasilan karena unit 
pelaksana kebijakan hanya diwajibkan kepada Ketua RT dan RW. Sementara 
Keterbatasan pelaksana membuat tingkat keberhasilan kebijakan belum 
optimal. Pengoptimalan kebijakan seharusnya bukan hanya diwajibkan kepada 
Ketua RT dan RW  tetapi juga dapat diperluas misalnya lembaga 
kemasyarakatan lainnya terutama yang mendapat uang insentif operasional 
seperti Pengurus perangkat kerja RT, RW, Pengurus PKK, pengurus LMK, 
dan FKDM seharusnya juga dapat dijadikan sebagai sasaran pelaksana 
kebijakan. Sehingga Hasil yang diharapkan dari kebijakan lebih optimal. 
d) Perataan (equity) 
Menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok 
yang berbeda dalam masyarakat. Ketidaktegasan struktur organisasi pelaksana 
kebijakan di Kelurahan Tengah dalam menerapkan sanksi besaran operasional 
insentif berdasarkan jumlah hasil laporan Qlue membuat Kebijakan Qlue 
kurang optimal sehingga distribusi pelaksanaan tidak merata karena 
konsekuensi sanksi yang tidak dilakukan secara maksimal. Berdasarkan 
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informasi dari Lurah Kelurahan Tengah bahwa pemberian sanksi penentuan 
besaran Aplikasi Qlue berdasarkan jumlah laporan tidak selalu dilakukan 
karena derasnya penolakan dari Ketua RT RW mengenai penentuan insentif 
operasional berdasarkan jumlah laporan Qlue sehingga menyebabkan 
distribusi penerapan kebijakan yang tidak merata dibeberapa wilayah 
Kelurahan Tengah. 
 
 
e) Responsivitas (responsiveness) 
 berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan 
kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 
Hasil dari kebijakan sangat dirasakan oleh warga yang mengetahui kebijakan 
tersebut misalanya seperti yang diakui warga di kelurahan Tengah yang 
melihat adanya kesigapan dari kelurahan dalam merespon laporan Ketua RT 
RW sehingga laporan yang masuk melalui Aplikasi Qlue memberikan dampak 
yang nyata bagi Pembangunan Daerah di Kelurahan tengah. Kelompok yang 
mendapatkan kepuasan nyata adanya Kebijakan tersebut yaitu Warga setempat 
di Kelurahan Tengah dan pada umumnya warga diseluruh wilayah Provinsi 
DKI Jakarta. 
f) Ketepatan (appropriateness) 
Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan ketepatan yang 
merujuk pada tujuan program, asumsi yang melandasi serta ketepatan merujuk 
unit pelaksana kebijakan. Aplikasi Qlue diakui sudah tepat oleh Lurah 
Kelurahan Tengah. Hal ini karena mengacu pada tugas dan fungsi RT RW 
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sebagai lembaga kemayarakatan yang berada langsung pada wilayahnya 
masing masing. Sehingga asumsi atas tujuan dan harapan untuk membantu 
pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kota di DKI Jakarta berdampak 
kepada Pembangunan Daerah yang lebih baik. 
 
 
 
2. Dampak Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue terhadap Pembangunan 
Daerah di Kelurahan Tengah Jakarta Timur 
Setelah dilakukannya penelitian berdasarkan hasil temuan yang 
didapatkan di wilayah Kelurahan Tengah melalui observasi, studi 
dokumentasi, dan wawancara ditemukan adanya Dampak yang dihasilkan 
dari Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue terhadap beberapa Aspek 
Pembangunan Daerah yang telah dikumpulkan melalui data laporan Qlue 
yang masuk di Kelurahan Tengah sejak Tahun 2016 sampai saat ini. 
Selanjutnya observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung 
kesesuaian data laporan yang dapat diamati secara langsung. Kemudian untuk 
menggali informasi serta mengkonfirmasi data lebih akurat dan mendalam  
dilakukan dengan cara mewawancarai Informan Ketua RT RW, Warga dan 
Key Informan Lurah serta Kepala Seksi yang berkaitan menindaklanjuti 
laporan Qlue yaitu Kepala seksi Pembangunan ketentraman ketertiban dan 
Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan, Lingkungan Hidup. 
Berdasarkan data laporan Qlue yang masuk di Kelurahan tengah meliputi 
laporan kegiatan warga, laporan kejadian masalah, laporan informasi kondisi 
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lingkungan yang selanjutnya di golongkan melalui beberapa Aspek 
Pembangunan Daerah yang diantaranya terdapat 8 (delapan) Aspek yaitu a) 
Aspek sosial, b) lingkungan dan sarana prasarana umum, c) Politik, d) 
Kemasyarakatan, e) Kesehatan, f) keamanan dan hukum, g) Pelayanan Publik, 
h) Keagamaan.  
 
Seluruh Aspek Pembangunan Daerah yang telah dilaporkan oleh Ketua RT 
RW dan Warga di Kelurahan Tengah Menurut Siagian P. Sondang sebagai 
keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan kelompok tertentu 
dalam lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat  
serta memperbesar kesejahteraan. Siagian P. Sondang dalam pembangunan 
Daerah juga menyebutkan ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan bagi 
keberhasilan Pembangunan Daerah yaitu diantaranya sebagai berikut. a) 
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, b) Timbulnya gagasan-
gagasan baru didalam masyarakat mengenai kehidupan mereka dimasa 
mendatang serta c) diterapkan teknologi yang tepat guna dan padat karya.47 
a) Keikutsertaan masyarakat  
Keikusertaan Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue  
terhadap  Pembangunan Pembangunan Daerah dihasilkan dari laporan 
permasalahan yang dikirimkan warga dan Ketua RT RW Kepada pemerintah 
serta upaya upaya yang dilakukan masyarakat dalam memperbaiki 
permasalahan yang terjadi dilingkungan. Misalnya pada laporan Qlue terkait 
laporan runtuhnya tanggul kali baru di RW 01, warga disekitar melakukan 
                                                          
47 Sondang Siagian P, Op.Cit., hlm. 108 
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penanganan darurat sebagai keikusertaannya dalam mengatasi kerusakan 
runtuhnya tanggul dilingkungan wilayah RW 01.  
b) Menimbulkan gagasan baru  
Adanya laporan Qlue membuat kelompok warga membuat gagasan 
gagasan baru untuk mencari cara dengan mengelurkan gagasan maupun ide 
ide sebagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan melalui 
kegiatan rembug warga dan kegiatan musyawarah rencana pembangunan.  
 
c) Pengadopsian teknologi  
Pengadopsian teknologi untuk mempercepat keberhasilan pembangunan 
dalam Kebijakan ini Pemerintah DKI Jakarta menggunakan teknologi berbasis 
Civic Enggagement Apps yaitu Aplikasi Qlue sebagai Aplikasi laporan warga 
kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan warga dan Ketua RT RW 
dalam mempercepat laporan permasalahan kepada Pemerintah. Laporan yang 
masuk melalui Aplikasi Qlue juga menggerakan keterkaitan antar aspek 
pembangunan.  
Selain beberapa usur utama dalam Pembangunan Daerah yang telah 
dijelaskan dalam sudut pandang keterlibatan warga, Selanjutnya Dalam 
pembangunan Daerah juga harus bersinergis dengan pemerintah dalam 
mengatasi Permasalahan Kota untuk terciptanya pembangunan. Maka dalam 
Kebijakan Penerapan Aplikasi Qlue dalam Pembangunan Daerah memerlukan 
upaya upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah.  
  Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid Ryass, Upaya yang 
dilakukan Pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam Pembangunan 
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Daerah terdapat 3 (tiga) macam fungsi, yaitu: a) pelayanan (service), b) 
pemberdayaan (empowerment), dan c) pembangunan (development).48  
Berdasarkan data laporan Qlue yang masuk sejak Tahun 2016 sampai saat 
ini, Pemerintah dalam hal ini yaitu pada tingkat Kelurahan Tengah sebagai 
struktur organinasi yang membawahi pelaksana Kebijakan yaitu Ketua RT dan 
RW telah menindaklanjuti berbagai Aspek Pembangunan Daerah yang 
dilaporkan oleh Warga dan Ketua RT RW melalui Aplikasi Qlue yang 
diantaranya sebagai berikut.  
a) pelayanan (service) 
Kelurahan Tengah telah melakukan sosialisasi pelayanan publik kepada 
diantaranya kepada Petugas pelayanan terpadu Kelurahan, Ketua RT RW, 
Petugas RPTRA, Petugas PPSU, Petugas Kesehatan Puskesmas Kelurahan, 
Kader Jumantik, Kader PKK, FKDM, LMK serta lembaga lain yang 
strukturnya sebagai mitra Kerja Kelurahan seperti lembaga Pelayanan 
Kesehatan, Layanan Pendidikan, Kepolisian Sektor Kramat Jati dan lainnya 
untuk meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Tengah. 
b) Pemberdayaan (empowerment) 
Upaya dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan 
Kelurahan Tengah telah melakukan beberapa Pemberdayaan dengan 
mengoptimalkan fungsi RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan 
melakukan pemebedayaan Ibu dan anak melaui Kader PKK. Seperti 
diadakannya kegiatan Pelatihan Bogasari, Posko konseling keluaraga di 
RPTRA, Kegiatan pemberdayaan daur ulang sampah serta kegiatan 
                                                          
48 Rasyid Ryaas, Op.Cit., hlm. 48. 
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pendampingan UMKM untuk memberikan perbedayaan kepada warga di 
kelurahan Tengah. 
c) Pembangunan (development) 
Upaya pembangunan yang bersifat fisik yang dilakukan dalam 
menindaklanjuti laporan Qlue yaitu pada pembangunan Skala kecil. Misalnya 
dalam menindaklanjuti permasalahan jalan berlubang jika kerusakan jalan 
dibawah 5 meter Kelurahan akan menangani secara langsung, tetapi jika skala 
kerusakan besar lebih dari 5 meter kelurahan akan berkoordinasi kepada dinas 
terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya pembangunan yang 
dilakukan Kelurahan lebih kepada perbaikan yang sifatnya penanganan dini 
untuk mencegah dampak lain yang timbul dari adanya permasalahan.  
Penerapan Kebijakan Qlue saat ini sangat dipengaruhi sekali atas adanya 
perbaikan yang dilakukan oleh Gubernur saat ini yang berganti 
kepemimpinan. Gubernur saat ini merubah mekanisme yang awalnya Ketua 
RT dan Ketua RW harus melaporkan kondisi Lingkungan sehari tiga kali kini 
mekanisme tersebut dihapus. Kewajiban Ketua RT dan Ketua RW saat ini 
difokuskan untuk melaporkan masalah yang sifatnya insidental yang 
membutuhkan penanganan secara cepat. Laporan tidak lagi diwajibkan tiga 
kali karena sudah dibuatnya kriteria yang harus dilaporkan melalui Aplikasi 
Qlue adalah permasalahan kota yang membutuhkan penanganan darurat oleh 
pemerintah. Sementara untuk laporan yang permasalahan kecil dapat 
diselesaikan sendiri baik dilakukan oleh warga maupun langsung dengan 
Kelurahan.  
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Selain itu juga, Pemerintah DKI Jakarta saat ini memberikan ruang lebih 
kepada warga selain melalui Aplikasi Qlue Pemerintah juga membuka ruang 
setiap hari sabtu di balai warga yang berada di setiap Kecamatan untuk 
menerima seluruh laporan dan pengaduan warga DKI Jakarta. Upaya lain yang 
dilakukan oleh pemerintah saat ini juga mengembalikan mekanisme 
pemberian uang operasional secara penuh tidak lagi berdasarkan jumlah 
laporan Qlue untuk menekan penolakan Kebijakan. Pemerintah memberikan 
uang operasioanal sekaligus apresiasi kepada Ketua RT dan RW bukan lagi 
uang operasional diberikan berdasarkan tolak ukur kinerja yang dilihat melalui 
laporan yang dikirimkan melalui Aplikasi Qlue. 
Pemerintah DKI Jakarta saat ini berupaya untuk memanfaatkan teknologi 
yang diterima oleh pelaksana kebijakan. Untuk mengukur kinerja kelurahan 
juga saat ini tidak lagi hanya melalui laporan tindaklanjut Qlue tetapi diukur 
secara keseluruhan mulai dari pelayanan publik yang diberikan sampai sejauh 
mana kelurahan merespon laporan warga dalam mengatasi permasalahan kota 
bukan hanya dari laporan Qlue tetapi melalui seluruh kanal pengaduan yang 
disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta baik melalui cara konvensional 
secara tertulis maupun melalui Aplikasi Qlue. 
Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue dalam Pembangunan Daerah yang di 
Keluarkan oleh Pemerintah melalui Kebijakannya berhasil membantu 
pemerintah dalam mengatasi permasalahan kota berdasarkan temuan pada 
penerapan Kebijakan tersebut di Kelurahan Tengah. Berikut tabel hasil 
temuan penelitian yang menunjukan bahwa Qlue berperan sebagai media 
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pelaporan permasalahan kota yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah 
dan warga sehingga terciptanya pembangunan sebagai berikut. 
 
Tabel 4.3   
Penerapan Kebijakan Qlue dalam Pembangunan Daerah di 
Kelurahan Tengah 
 
Laporan 
Qlue 
 
Permasalahan Kota 
 
Tindak lanjut 
Dampak 
Pembangunan 
Daerah 
RW 01 Robohnya tanggul Kali 
baru 
Dinas Tata Air Perbaikan Tanggul skala 
besar 
RW 01 RT 002 Robohnya Jembatan 
Kali baru 
Dinas Pekerjaan 
Umum 
Renovasi Jembatan Kali 
baru 
RW 02 RT 004 Jalan Raya Inpres 
berlubang 
PPSU Kelurahan 
Tengah 
Penambalan Jalan 
berlubang 
RW 03 Parkir liar Dinas Perhubungan 
dan Satpol PP 
Kelurahan Tengah 
Derek kendaraan serta 
pengempesan ban 
kendaraan 
RW 04 Kriminal pencurian Warga dan 
Kelurahan 
Pembuatan Portal  
RW 004 RW 
08 
TPA Sampah menumpuk PPSU dan Dinas 
Kebersihan 
Permbersihan sampah 
dan Pengangkutan 
sampah 
RW 07 Tawuran warga Warga dan 
Kelurahan  
Patroli 3 Pilar Bimas 
Babinsa dan warga, 
Pemberdayaan dan 
pemanfaatan RPTRA 
RW 07 RT 004 PKL liar Satpol PP Kelurahan Pemasangan larangan 
Perda ketertiban, 
Penanaman Pohon 
dilahan bantaran kali 
RW 08 RT 001 Pencemaran limbah 
percetakan di kali baru 
Dinas Tata Air dan 
Satpol PP Kelurahan 
Penutupan saluran air 
percetakan 
 
Pemerintah melakukan fungsinya dalam Pembangunan Daerah 
dengan melakukan perbaikan pelayanan (Service), pembangunan secara 
fisik dan non fisik (development) serta adanya pemberdayaan 
(Empowerment) yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan oleh 
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partisipasi warga secara sinergis mengatasi Permasalahan Kota yang 
dilaporkan melalui Aplikasi Qlue.  
Untuk memperjelas Penerapan Aplikasi Qlue dalam Pembangunan 
Daerah di Kelurahan Tengah maka akan digambakan melalui alur 
penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kelurahan Tengah sebagai berikut. 
Gambar 4.22 
Matriks Hasil Penelitian Penerapan Kebijakan Qlue dalam Pembangunan 
Daerah di Kelurahan Tengah 
                                         
Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue diterapkan oleh Ketua RT, Ketua RW 
serta warga sebagai media pelaporan warga membantu menyampaikan 
permasalahan kota yang termasuk dalam beberapa Aspek Pembangunan Daerah. 
Adapun cara yang dilakukan dengan upaya tindak lanjut skala besar dilakukan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Kota sementara Skala Kecil 
dilakukan oleh Kelurahan sehingga penanganan masalah dapat cepat  sehingga 
mendorong terciptanya Pembangunan Daerah.  
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E. Keterbatasan Penelitian 
1. Keterbatasan waktu penelitian 
Pada awalnya peneliti mengalokasikan waktu penelitian selama tiga bulan, 
terhitung dari bulan februari hingga april. Namun pada kenyataannya 
penelitian ini baru dapat dilaksanakan pada awal maret, kendalanya adalah 
masih membutuhkan perbaikan proposal penelitian oleh dosen pembimbing, 
pengurusan izin penelitian dalam satu wilayah kota, serta terkendala dalam 
pendisposisian izin dari Pelayanan Satu Pintu Terpadu Jakarta Timur kepada 
Kelurahan Tengah sebagai tempat dilakukannya penelitian. Sehingga Penulis 
baru memulai penelitian dan mewawancarai hingga ke lapangan pada bulan 
Maret hingga Mei. 
2. Keterbatasan Instrumen 
Pada dasarnya penelitian kualitatif dapat berubah sewaktu-waktu pada saat 
mulai terjun ke lapangan. Ada beberapa instrumen penelitian yang telah dibuat 
oleh peneliti, namun ternyata berubah pada saat penelitian ke lapangan. Hal 
tersebut mengharuskan peneliti untuk dapat menyesuaikan dengan apa yang 
ada di lapangan. 
3. Keterbatasan Informan dan Key Informan  
Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian ini kesulitan mendapatkan 
Informan yang sebagian besar Ketua RT dan RW di Kelurahan Tengah karena 
sebagian besar masih aktif bekerja. Sehingga wawancara lebih banyak 
dilakukan pada malam hari dan di hari libur yaitu hari sabtu dan minggu. Oleh 
karena itu cakupan penelitian hanya dilakukan di wilayah 5 RW dari total 
seluruhnya terdapat 10 RW di Kelurahan Tengah. 
